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BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEXDIDIKAN DAN KERUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yang mengatur bahwa Pendidikan diselenggarakan
sccara demokralis dan berkeadilan serta tidak diskriminatf
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa:

- bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai

lantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan
lokal, nasional dan internasional, oleh karena iru pendidikan
harus diselenggarakan secara lerencana, lerarah, dan
berkesinambungan;

bahwa adat istiadat dan mlm sosial budaya masyarakat
merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan
dalam rangka pclaksanaan pembagunan schingga perlu
dilakukan wupaya pelestarian dan pengembangan sesuai
bahwa dalam pelaksanaan otonomi dacrah, pendidikan
merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintah
dacrah berwenang mengatur penyelengegaraan pendidikan
untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
dan pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam huruf a, hurul b dan huruf ¢, perlu menctapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan

Kebudayaan;

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten in di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4181);

Unidang-Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Suh.-l_u
Pendidikan Nasionol (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negarn Republik

Inedonesin Nomor 4301);
4. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lemboaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4695),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3336),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daecrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 387 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kah
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedun Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan  {Lembaran Negarn Republik  Indonesia Tahun
015 Nomar 45, Tambahan Lembaran Negoara Republik
Indunesin Nomaor 5670);

Persturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wanb

Helajar (Lembaran Negnra Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 4863);

Peraturan  Pemerintahh Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendansan Pendidikan (Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahon Lembaran Negarn Republik

Indonesia Tahun 4864),;

13. Peraturan ...
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A, Pernturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941) scbagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
GOGE);

14. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran MNepara Republik Indonesia Nomer 35109
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15, Peraturan  Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Conwvention For The Safeguarding Of The
Intangible Cultural Heritage [Konvensi Untuk Perlindungan

Warisan Budaya Tak Benda) [Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 81}

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun
2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Momer 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sckolah/Madrasah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 39 Tahun 2007
tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam
Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeni Momor 52 Tahun 2007
tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat
[stiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun
2009 tentang Pendidikan Inklusil Bagi Peserta Didik Yang

Memiliki Kelninan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/fatau
Bakat Istimewa,

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157
Tahun 2014 tentong Kurikulum Pendidikan Khusus [Berita
Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 1690);

22, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(Herita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor 47);

23, Peraturan ...
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Wenetapkan

23,

24,

20,

AE.

Peraturan  Menteri Pendayagunoan  Aparatur Nepara dan
Reformasi Birokrasi Nomaor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas  Sckolah  dan Angka Kreditnya
schapgaimana  wlah  diubah  dengan  Peraturan Menteri
Permdavigpunaan  Aparatur Megara dan Relormasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2016 wntang Perubshan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Hekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomaor 1271);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75
Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

.Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudavaan Nomor &

Tahun 2018 tentang Penugasan Pendidik Scbagai Kepala
Satuan (Berita MNegara Republik [ndonesia Tahun 2018
Nomar 4B86]|;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala
Sckolah dan Pengawas Sekolah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan Nomor 6

Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Satunn Pendidikan Dasar dan Menengah [Berita Negara
Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 206G);

Peraturan Daersh  MNomor 1B Tahun 2016 tenlang
Pembentukan dan Susuzan Perapgkat Dacrah [Lembaran
Daerah Kabupaten Bammuasin Tahun 2016 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2016 Nomor 0563) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daecrah Nemor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomer 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan
BUPATI BANYUASIN
MEMUTUSEAN :

PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENYELENGGARAAN
PENDIDKAN DAN KEDUDAYAAN.

Bap 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Peppertian

Posul 1 ...
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

=1

14.

15.

Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin,

Pemerinitah  Kabupaten adalah  Pemerintah  Kabupaten
Banyuasin

Bupati adala’ Bupati Banyuasin,

Dewan Perwakilan Rakyant Daerah  sclanjutnya disingkat
DPRD ndalah Dewnn Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banvuasin

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Banyuasin.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan Kabupaten Banvuasin.

Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1943 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan
nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan
perubahan zaman.

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk
mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

Penyelenggarann Pendidikan adalah sistern pengelolaan yang
mencakup  seluruh kegiatan  pendidikan  formal  dan
peadidikan non farmal,

10, Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yung terstruktur

dan  berenjung  yang  terdin dari Pendidikan  Dasar,
Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

. Pradidikan Nen Feormal adalah Jalur  pendidikan  diluar

pendidikan  formal yang  capat  dilaksanakan  secara
Lerstrukiur dan berjenjang.

Pendidikan 1nforma! adalah Jalur pendidikan kelunrga con

lingkungan

Pendidikar:  inklusil  adalah  sistem penyvelenggaraan

nenlidikan yang memberikan kesempatoan kepada semua
peserta didik vang memiliki kelainan dan memiliki potensi
bocerdaean  dan/atmy  bakat  istimews  untuk  mengikut
pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan
gecara bersama-sama dengan peseria didik pada umumnya.

Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat
pengaturan mengenai pengelolaan satuan Pendidikan Formal

dan Pendidikan Non Formal,

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
(LPPKS) adalah  unit  pelaksana  teknis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pengembangan dan
pemberdayaan calon kepala sckolah, calon pengawas, dan
calon penilile,

6. Dewan ...
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16. Dewan Pendidikan Kabupaten Banvuasin adalah Badan yang
mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka
peningkatan  mulu, pemerataan, relevansi, dan  efisiensi
penyelenggaraan pendidikan di Knbupaten Banyuasin.

17. Komite Sckolah adalah badan mandiri yang beranggotakan
erangtua fwali peserta didik, komunitns sekolah, serta tokoh
masyarakat yvang peduli pendidikan.

18, Kurikulum  adalah seperangkal rencann dan pengaturan
mengenal tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagni pedoman  penyelenpgaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu,

19. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya
disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun
oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

20. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai
aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang
berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan
satuan pendidikan didaerah.

21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan
dan prlaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh
Pendidik, Kepala satuan dan  Penilik  sekolah  dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan.

22. Standar Kompetensi adalah tolak ukur kemampuan minimal
vang dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui
proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

23. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan
suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian
kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independen
yang terdiri dari wunsur akademis, pemerintah dan
masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui
oleh lembaga yang diakreditasi, diumumkan secara berkala

dan terbuka kepada masyarakat.

24. Kinerja Sekolah adalah keterpaduan kinerja semua warga
sekolah yang tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Kepala
satuan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

25. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi oleh
penyelenggara  pendidikan dan lembaga pelatihan  kepada
peserta didik dan wargn masyarnkat sebagai  pengakuan
terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu,
setelah Julus ujian kompetensi yvang diselengearakan oleh
satuan  pendidikan  yang  terakreditasi atauw  lembaga
serLifibasi.

26, Tenapa  Pendidik  adalabh  tenaga  kependidikan  vang
berkualilikasi sebagai Pendidik, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan.

27, Pendidik ...
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27. Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mtngnrahhan-‘. melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal. pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.

28, Ronsclor adalah lenaga Yang mclayani mbingan
konselingpada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

29, Pamong belajar adalah  pendidik dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan nonfermal.

30. Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang dibenkan
kepada pegawai negeri sipil dengan tugas mendidik,
mengajar, dan melatih secara penuh pada unit pendidikan
dan pelatihan dan instansi pemerintah.

31. Tutor adalah corang yang memberi pelajaran [membimbing]
kepada seseorang atau scjunlah kecil siswa {di rumah, bukan
di sekolah).

12, Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu
dan sekalipus memberikan latihan dan bimbingannya,
pengajar, pelatih,dan pengasuh.

33 Fasilitator adalah orang yang menyediakan fasilitas,
penyedia, di dalam konsep belajar mandiri, Pendidik dan
sekolah tidak lagi menjadi titk pusat kegiatan.

34, Tenaga kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Dacrah dan
Anggota masyarakat Yyang mengabdikan diri dalam
penyelenggaraan pendidikan.

35 Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

36. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
pegawai tetap yang diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah berdasarkan paraturan
perundang-undangan yang berlaku.

37. Pegawai Non PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkar
oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara
pendidikan.

38, Pegawai Kontrak Non PNSC adalah Pegawai yang di angkat
aleh Pemerintah  Daerah berdasarkan peraturan Bupati
dengan Perjanjian Kerja.

3G, Tenapa Penyedia Jasa Pendidikan [TPJP) adalah pendidik dan
tenaps kependidikan berstatus non ASN vang diselengarakan
aleh Pemerintah Daerah.

40y, Wajib belajar adalah program pendid
diikuti  oleh  warga  masyarakat  alas [ANEEUng
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

ikan minimal yang harus
jawab

41, Sumber ...
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44,

45.

46.

47,

48,

49,

5l.

52.

. Murtu

_ Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang

pelaksanaan penyelengeparaan  pendidikan  yang  berupa
tenngn, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau
diadakan .IJ:.“-'L dulnj.rrlp;urri!knn anleh keluarga, masyarakat.
peserta diclik dan Pemerintah Daerah bai< sendiri-sendiri

maupun bersama-sama,

Satuan Pendidikan adalah  kelompok layanan  pendidikan

yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non
formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

. Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak adalah Satuan

Pendidikan Non  Formal yang menyediakan program
pendidikan anak usia dini yang berusia 0 sampai & tahun.

Taman Kanak-kanak yang sclanjutnya disingkat TK adalah
Satuan Pencdidikan Formal yang menyediakan program
pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4
(empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar
sekurang-kurangnya 6 {enam] tahun.

Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan jenjang
pendidikan dasar dan Menengah secara lerencana dan
terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
Program Paket A setara 5D adalah program pendidikan pada
jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompuk
belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara
SD.

Program Pake: B setara SMF adalah program pendidikan pada
jalur non formal yang disclenggarakan dalam kelompok
belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara

SMP.

Program Paket C sctara SMA adalah program pendidikan
pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok
helajar atau karsus vang memberikan pendidikan yang setara

SMA.

Kursus adalah satuan pendidikan non
atas sekumpulan warga masyarakat
pengetahuan, keterampilan dan sikap
warga belajar.

Pendidikan adalah adalah kualitas atau ukuran baik
buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang
atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia
untuk mendekatkan diri  kepada Tuhan melalui upaya
bimbingan pergajuran dan pelatihan.
roses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumher helgjar pada suatu lingkungan belajar.
Evaluasi  pendidikan  adalah kegintan pengendalian,
penjaminan  dan  pencrapan mutu  pendidikan terhadap

berbagai komponen pendidikan padi setiap jalur, _jclu'ung,
dan jenis perdidikan sebagai bentuk pertanggungiawaban

penyclenggaraan pendidikan.

formal yang terdiri
vang memberikan
mental tertentu bagt
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Pembelajaran adalah p

5J. Sistem ...
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31,

o4,

a4,

61.

2,

A,

.

Sistemnn Informnzi Managemen Pendidiknn  adalnh  lavanan
informasi  vang menvajikan  data kependidiknn  meliputi
lembagn  pendidikan,  kurikulum, peserta  didik, tenaga
pendidik dan  kependidikan, sarann  dan  prasarana,
pembiayann, dan kebijnkan pemerintah, pemerintah daerah
serin peran  serta masyarakat yang dapat dinkses oleh
berbagai pihak yvang memerlukan,

Penatann Pendidik adalah proses menata ulang agar rasio,
kunlifikasi akademik, distribusi, dan komposisi Pendidik
PNS/ASN scsuni dengan kebutuhan nil di masing-masing

satuan pendidikan.

. Pemindnhan Pendidik PNS/ASN adalah proses penugasan

Pendidik antar satuan pendidikan, antar kabupaten, antar
provinsi yang berdampak pada perubahan  satuan
administrasi pangkalan yang bersangkutan.

. Warga adalah penduduk Kabupaten Banyuasin yang tinggal

di Wilavah Kabupaten Banyuasin.

. Masyarakat adalah pencduduk Kabupaten Banyuasin,

penduduk luar Kabupaten Banyuasin, dan warga necgara
asing vang tinggal di Kabupaten Banyuasin.

. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakal yang

menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat
guna untuk membaca buku atau bacaan lain vang

bermanfaat bagi kehidupan.

Budaya Belajar adalah kebiasann warga masyarakat yang
menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat

guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.

. Sumbangan adalah dana yang berasal dari masyarakat, orang

tua atau wali peserta didik dan atau pihak lainnya secara
sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan
pendidikan.

Jabatan Fungsional Penilik Sekolah adalah jabatan
fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung

jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan
pengawasan  akademik  dan manajerial  pada  satuan
pendidikan.

Penilik Sckolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur
Sipil Negarn (ASN) yang diberi tugos, wngoung jawab, dan
wewenang secarn penuh oleh pejabat vang berwenang untuk
melaksanakan pengnwasan akademik dan manajenial pada

satuan pendidikon,

Penilik adalah Tenagn Kependidikan dengan tugas utama
melokukon  kegintan  pengendalian mutu pendidikon  dan
evalunsi dampak Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDY,
Pendidikan Kesetarnon dan Keaksiaraan seria hursus Pl
Pendidikan Non Formal daninformal.

Satuan Pelaksana  Layanan  Pendidikan vang selanjutnya
digingkot SPLP adalah unsur Peluksana Fungsiwonal di Bidang
Pendidikan yang berada i Kecamatan dipimpin oleh seorang

Koordinator Wilayah,
65, Pungutan ...

Jipincal dongzn CarEaznncr
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65. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa
uang atau barang/jusa pada satuan pendidikan dasar yang
berasal dari peserta didile atau orangtua/wali secara langsung
vang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah cl;.m_ Jonpka waldtu
pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

66, Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa
uang atau harang/jasa yang diberikan oleh peserta dicik,
prangtua/wali, perscorangan atau lembaga lainnya kepada
gatuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tdak
memaksa, tidak mengikal, dan lidak ditentukan oleh satuan
pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu
pemberiannya.

67. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya
keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan satuan
pendidikan dasar.

68. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan kebudayaan Melayu Banyuasin secara dinamis.

69. Budaya Melayu Banyuasin adalah produk budaya yang
dilihat dari tiga dimensi kebudayaan baik sebagai ide,
gagasan, nilai, norma, aturan, maupun sebagai suatu
aktivitas serta tindakan berpola dan manusia dalam
masyvarakat serta scbagai benda hasil karya masyarakat
Melayu Banvuasin yang secara historis  hidup dan
berkembang.

70. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan
vang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau
kepunahan yang diakibatkan oleh manusia ataupun proses
alam.

71. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang
memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku,
dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau
pergantian sesuatu tata dan norma yang berlaku pada
komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.

72. Pengembangan dalam pelestarian adalah peningkatan potensi
nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatan
melalui  penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara
berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tyuan

pelestarian,

73, Jati diri adalah karakter budaya dan karakter sosial yang
menjadi cirl pengenal,

74. Penpgalian  adalah  upaya mengungkapkan, memilah,
mengkaji data atau informasi kebudayaan,

75. Penelitian odalah melakukan kajian terhadap aspek-nspek
kebudayaan secarn ilmiah oleh para penelit, idlmuwan atau
pakar  dengan  menggunakan metode yang  dapat
dipertanggungjowabkan.

76. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan
menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database,
atau sejenisnya,

77. Pendokumentasian ...

Dipdndal dongan CamEcanncr
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79,

20,

81.

82,

83.

24,

An,

HT.

1

Pendokumentasion adalah upaya menghimpun, mengalah
dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman
melplui wlisan, gambar, suara, dan gabunpan unsur-unsur
tersebut. . :

74, Pengavann adalah upaya untuk meningkatkan peran dan

pemahaman  kebudayann  melalui proses  eksprimentasi
modifilasi, don adaptasi yang kreatil dengan tetap mengacu
pada milai lama,

Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung
kepada masyarnkat untuk mendorong terciptanya apresiasi

terhadap kebudayaan.

Revitalizasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi
unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat
dalam konteks dengan tetap mempertahankan keaslhannya.

Pemanfaatan adalah upaya pengpunaan produk budaya
Melayu Banyuasin untuk kepentingan pendidikan, agama,
sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan
berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya,
struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan
cagar budaya di darat dan di air.

Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan
manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki
hubungan erat dengan  kebudayaan dan  sejarah

perkembangan manusia.
Kawasan cagar budava adalah satuan ruang geografis vang

memiliki dua situs cagar budaya atau lebih vang letaknya
herdekatan dan memperlihatkan ciri dan tata ruang yang

khas.

5. Situs cagar budaya adalah lokas: yang berada di darat ataw di

air yang mengandung benda, bangunan, dan struktur cagar
budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukt kejadan

masa lalu.

Keseninn adalah karya estetik hasil perwujudan kreatvitas,
daya cipta, rasa, dan karsa manusin yang mengandung nilai
dan norma-norma kehidupan masyarnkat lingkungannya
mencalcup seni rupa, seni tard, seni pertunjukan, seni suara,
seni musik, dan seni permainan rakyat.

tingkah laku  yang
prakat yang berfungs
kehidupan sehari-

Adat  istindat  adalah  serangkaian
terlembaga dan mentradisi dalam masy
mewujudkin nilai sosinl budayn ke dalam

hiar,

HE. Adat ...

Dipdndal dongan CamEcanncr
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88, Adat Melavu Banvuasin adalah  sistem pandangan  hidup
masvarakat Banvuasin yvang kokoh. Adnt Melayu Banyuasin
berisi  nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebinsann-
kebinzaan kuat dan benar vang dipegang teguh dan menjadi
].H“dL'H'I.'II'I“ dalam  penntann Intnnan masyarnkat, sistem
hukum, sistem  kepemimpinan  dan pemerintnbnn yang
dipegang teguh masyarnkat Melavu Banyunsin dengan sistem
sanksi vang tegas jikan anpeota  masvarakat  melakukan
pelanggaran.

. Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampnaikan ide,
pesan, maksud, perasann, dan pendapat kepada orang lain

dengan menggunakan simbol-simbeol, baik berupa  suara,

gestur, atau tanda-tanda berupa tulisan.

Sejarah Melavu Banyuasin adalah peristiwa atau kejadian

masa lampau, fakta-fakta yang benar-benar terjadi erat
kaitannya dengan masyarnkat Melayu Banyuasin.

Q1. Ilmu pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia berupa
kumpulan teori, metode, dan praktik yang menjadi pranata
dalam masyarakat.

Tari persembahan adalah tarian yang dipersembahkan
kepada tamu yang datang sebagai bentuk penghormatan.

Makanan dan minuman tradisional Melayu Banyuasin ialah
berbagai jenis dan macam makanan dan minuman khas,
vang berfungsi sebagai makanan pokok, tambahan, ritual dan
pengobatan yang tumbuh dan berkembang di tengah
masyarakat Melayu Banyuasin, diolah dari bahan yang
bersumber dari alam sekitar Banyuasin.

Pakaian tradisional Melayu Banyuasin ialah berbagai jemis
dan macam pakaian tradisi masyarakat Melayu Banyvuasin,
vang digunakan untuk kegiatan upacara dan kegiatan sehani-
hari sesuai dengan ruang, waktu, dan tempat.

. Lembaga/organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non-
pemerintah  bervisi kebangsann dengan tujuan melakukan
dan pengembangan kebudayaan  Melayu

pelestarian
Banyuasin dan terdaftar di pemerintah setempat serta bukan
afiliasi dari organisasi sayap partai.

a0.

92,

93.

a4,

Hagian Kedun
Penyelenpgaraan Pendidikan

Pasal 2

mengembangkan  kKemampuan dan

(1] Pendidikan berfungsi
wlaban bangsa yang bermartabat

membentuk watak serta peri

dalam rapgka mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2} Penyelenggaraan bertujuan _
mengembangkan potenst peseria didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang hla-.tlm: s,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.

pendidikan untuk

Bagian ...

Uiginslai denuan CarSeanmne



Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip Penyelengparaan Pendidikan

Pasal 3

(1) Pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan
berkeadilan serta tidak diskriminatil dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan

kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan disclenggarakan scbagai satu kesatuan yang
sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.

{3) Pendidikan  diselenggarakan  sebagai  suatu  proses
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik  yang
berlangsung sepanjang hayat.

{4) Pendidikan disclenggarakan dengan memberi ketcladanan,
membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas
peserta didik dalam proses pembelajaran meliputi
keterampilan, pengetahuan, dan sikap.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya
membaca, menulis, dan menghitung bagl segenap warga
masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua

komponen masvarakat melalui  peran serta dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Bagian Keempat
Sasaran dan Ruang Lingkup

Pazal 4

Sasaran penyelenggaran pendidikan yaitu:

a. terlaksananya sistem pendidikan yang efektifl, produkdtf,
objektif, transparan, partisipatil, akuntable, berkelanjutan,
relevan, berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan terbuka pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di wilayah Kabupaten
sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan
lingkungan;

h, terlaksananya tatakelola pendidikan yang bermutu,
mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pendidikan;

c. terwujudnya latalaksana penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu pada seluruh satuan pendidikan bagi masyarakat;

d. terselenggaranya tugas, fungsi, wewenang, dan tangeung
jawab pendidik sccara propuorsional sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan kepada seluruh pemangku
kepentingan; dan

e. terpenuhinya fasilitas pendidikan sesuai dengan Standar
Masional Pendidikan (SNP),

Pazal 5 ...

Tlipindai daw)an CamSeanng
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Pasal &

Ruang linglup penyelengnrann pendidikan meliptiti:

_—
h

a3

(1}

(<]

[ceteritian LImLi,

lkewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah;
penyelenggaran dan penpelolann pendidikan;
pendidik dan tenaga kependidikan,

proses pembelajaran;

hal dan kewajiban;

pendanaan pendidikan;

. Dewan Pendidikan dan Komite sckolah;

kerjasama;

pengawasan dan pengandahian;
kebudayaang

sistemn informasi dan pelaporan;
sanksi administrasi;

ketentuan peralihan;

penutup.

BAB Il

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 6

Pemeriniah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan dasar,
pendidikan  anak usia dini, dan pendidikan non formal
herdasarkan kewenangan dalam sistem pendidikan nasional.

Pemerintah kabupaten herwenang mengarahkan,
membimbing, membantu, dan mengawasi penyvelenggaraan
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

Tangung jawab Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan
pendidikan di Kabupaten meliputi:

a.

b,

memberikan layanan dan  kemudahan, serta menjamin
werselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi;

menjamin  tersedianya  dana  guna terselenggaranya
pendidikan  bagi  setinp  wargn  negara sesuni  dengan
kewenangan Pemerintah Docraly

menyelenggarakan pendidikan ARERTY peningkatan,
penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai  kebangsaan dan
cinta tanah air, seni, dan budaya serta kearilan lokal;

d. memfasilitasi ...

CipIndal dergan CamSearner
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(1)

(2)
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memfasilitngi  satunn  pendidikan, pendidik, dan  tenagn
kependidikan untuk menjamint terselengaranya pendicdikan
yang bermutu;

membinn  dan - mengembnngkan  pendidik  dan tenaga
kependidikan pada satunn pendidilkan yang dinselenggarakan
oleh Pemerintah Dacrah serta membantu pembinaan dan
pengembangan  pendidik  dan  tenapgn kependidikan  pada
satuan pendidikan yang disclenggarakon oleh masyarakar;
menyedinkan  sacann prasmcana yang  dibutuhkan untuk
memenuhi keperluan pendidilean sesuai dengan
pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan
intelecktual, sosial, emosional, dan kecjiwaan peserta didik
sesuni dengan kemampuan keuangan Daerah;

melakukan pembinaan berkelanjutan bagi peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa untuk mencapai
prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
agama, seni, dan olahraga; dan

melaksanakan, mengkoordinasikan  pelaksanaan, dan
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan  tanggungjawab  bidang
pendidikan, Pemerintah wajib menctapkan dan menecrapkan
SPM.

SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersedian,
keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan
SASATATN.

Pasal 9

Mutu Pelayanan Dasar untuk sedap jenis Pelayanan Dasar

ditetapkan dalam standar teknis, yang paling kurang

fraemuart :

4. standar jumlah dan kualitas;

b. standar jumlah dan kualitas pendidik  dan  wenaga
kependidikan, dan

¢, petunjul leknis alau ali cara pemenuhan standar.

i i dimalksuel pada ayat (1) ditetapkan d.ulﬂrr!.
it g MO : | bidang pendidikan sesual

standar leknis layanun minima
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pl 10

Dalam rangka memberikan kesempatan dan r_nr.uum}mt:-r.ur{
kualitas pendidikan uniuk membentuk generasi Fdlllﬂé m:“m:-;
dan prestasi, Pemerintah Daerah mi_-.'uy_nlcngﬂnmilfi:}:t tll:l t:-;r
Operasional Sekolah Duieraby ILH-H'HI- jenjang pen '“ﬂ:’-:' L
dan pendidikon PAUD PNF baik negeri malpun swastd.

Operasional Sekolah  Daerah
(1) Lerlaku bag Sckolah

MNegeri dan Swasta.
(3) Peluksanaan ...

Pelaksanoan  Bantuan
schagaimana dimaksud pada ayat
Dasar, Scholah Menengah Pertaimi

Dapeealun duragen s Sa e
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(3) Pelaksanaan  Bantuan  Operasional Sekolah  Daerah

(4)

(3)

scbuguimana  dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2)
dimaksudkan untuk  membantu  kekurangan  biaya
operasional sckolah dan biaya fasilitas penunjang belajar

yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah schingga
tidak menjadi beban bagi orang tua/wali siswa.

Setiap sckolah penerima Bantuan Operasional Sekolah dan
Bantuan Operasional Sckolah Daerah mempunyai kewajiban
sebagni berikut :

a. menyclenggarakan pendidikan berkualitas sesuai standar
pendidikan;
b. membebaskan orang tua siswa dari pungutan;

¢, menyusun  RKAS  untuk diverifikasi/dievaluasi dan
disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

d. menggunakan dana BOS dan dana BOSDA scsuai dengan
peruntukan dan ketentuan yang berlaku;

e. membuat dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan
vang terlaku.

Ketentuan lebih lebih lanjut mengenai besaran Bantuan

Operasional Sekolah Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 11
Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan
berhak:
a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing,

b.

mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan;
menetapkan standar pelayanan minimal dalam
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
dasar;

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa
diskriminasi; dan

memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pendidikan wajib :

[

b,

menuntaskan wajib  belajar 9 (gsembilan) tahun dengan
menyediakan dana sekurang-kurangnya 20% dan APBD;

memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang
dimiliki pendidik dan peserta didik untuk semua jenjang
satuan pendidikan;

memberikan  kesempatan  seluasnya  kepada  warga
masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak;

¢, memfasilitasi ...

Divinda deogen CarnSuanres
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memiasilitas  saluaan pendidikan, I'J"'“”'ifﬁl-'.'_ dan  tenaga
kependidikan yong profesionnl sesuni dengan perkembangan
i penpetahuan dan teknologi untuk menjamin
L gelemenranyn pendidikan vang bermutu;

meminsilitagi sntuan pendidikan untuk meneapai Standar
siasional Pendidikan;

mendorong  pelaksanaan budaya membaca dan  hudaya
Lselaar;

membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan
tenngn kependidikan pada satuan pendidikan;

member atau mencabut izin pendirian aatuan pendidibean
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara
berkelanjutan untuk terselenggaranya pendidikan  yang

bermutu;

memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  guna
mendukung pendidikan yang bermutu;

menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi,
dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusii baq
serkembangan ilmu  pengetahuan dan teknolom dalam
penvelengaraan pendidikan;

memberikan dukungan pada Pendidikan Tingg dalam rangxa
kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

. membangun kerjasama dengan Pendidikan Tingm dan

lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan; dan

mendorong dunia usaha atau dunia industn  unuk
berpartisipasi  secara  aktil  dalam penycelenggaraan  dan
peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dalam penyelengguraan pendidikan
duepst memberikan  bantuan  Kesejuhteraan  bagi  Tenaga
Penyedia Jasa Pendidikan (TEJP) pada satuan pendicdhkan
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,

Pemberian bantuan kesejahteraan kepada Tenaga Penyedia
Jusa Pendidikan (TRJP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditctaphan dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

Kebajakan duerah dalum  dang  pendidikan sebagatmana
dimaksud  dalbun  Pasal 12 sesual  dengan  peraturan

perundang- undangan.
Kebijakan duaerah  scebagaunana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam:
4. rencans pembangunan jangka panjang dacrah;
b. rencana ...

Dz dengan Camnicanter
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b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
e. rencana strategis pendidikan daerah;
d, rencana kerja pemerintah daerah;

e, rencana kerja dan anggaran tahunan daerah,;
f. peraturan dacrah di bidang pendidikan; dan
g. Peraruran Bupati di bidang pendidikan,

Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat {2) merupakan pedoman bagi:

a. Pemenntah Kabupaten;

h. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di
daerah;

satuan atau program pendidikan di daerah;
dewan pendidikan di daerah;

komite sckolah atau komite madrasah di daerah;
pendidik dan tenaga kependidikan di daerah;
orang tua/wali peserta didik di dacrah;

peserta didik di daerah;

= N L 0

o

—
i

masyarakat di daerah; dan
j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.

Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan untuk
menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan
pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinva tidak
mampu membiayai pendidikan.

Pasal 15

Pemerintah dacrah melakukan dan memfasilitasi penjaminan
mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional
Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemerintah daerah berkoordinasi dengan Lembaga
Penjaminar. Mutu Pendidikan (LPMP].

Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah memiasilitasi
Sistem Penjaminan Mutu Internal {SPMI) meliputi delapan
Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Penguatan
Pendidikan Karakter [PPK).

Pasal 16

Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan
melindungi program dan satuan pendidikan  berbasis
keunggulan lokal, potensi dan ciri khas daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah ...

Tlipindai daw)an CamSeanng
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(2] Pemerintah daernah melaksanakan dan memfasilitasi program

(1)

[2)

(1)

(£

g

dan  satuan  pendidikan  untuk  dikembangkan menjadi
program dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal
dan atau keunggulan global,

Pelnksanaan keunpgulan muatan lokal sebagaimana ayat (1)
dilaksanakan dalam bentuk muatan lokal,

BAB 11
PENYELENGGARA DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bapiar Kesatu
Umum

Pasal 17
Penvelenggaraan pendidikan formal di daerah mehput::
a. pendidikan anak usia dini; dan
b. pendidikan dasar.
Penvelenggarn saruan pendidikan terdin atas:

a. pemerintah  Kabupaten menyelenggarakan  satuan
pendidikan anak usia dini jalur formal, non formal, dan
pendidikan dasar,

b. masvarakat yang menyclenggarakan satuan pendidixan
anak usia dini jalur formal, non formal, dan pendidikan
dasar melalui badan kukum yang berbentuk yayasan,
perkumpulan, perhimpunan, dan perguruan.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragrafl 1
Tujuan

Pasal 18

Pendidikan anak usia dini membina, menumbuhkan, dan
mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara
nptimal sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar
wesuii  depgan  tahap  perkembangannya  agar  memilix
kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pendidikan anal s i IH'FlLIj'I.HI.Tl'

o membanpun landasan bagr  berkembangnya  potensi
pescrta didik agar menjadi manusia berman bertagwa
kepuds  Tuhan  Yung Maha  Esa, berakhlak  mulia,
berkepnbadian  luhur, sehat, berilmu, cakap, Knts,
kreuul, inovanl, mandu, percaya din, dhan mmengadi warge
nepara yung demokratis dan bertanggunglawaby,

b mengembangkan putensi kecerdasan spinitual, intelekwaal,
cinusional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa
pertumbubannyas dulam lingkungan  benmain yung
edukatil dan menyenangkan; dan

¢, membenkan ...
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v memberiknn dian menpgenalkan tentang doerab, melipuati
spjrinly, el FELITI T kese piing tlinernh, il
pembangunnn doerah sehinggn peaertn didike bongga dan
mrencintan duerah :

(3 Ketentunan lebihe Innput mengenni pemberian pengetahionn
tentang daernh sebagnimana dimakaued pada ayat (2) haraf ¢
dintur dengan Pernturan Bupati,

Parnpraf 2
Benitulk dan Jenis Satunn Penedidikan

Poanl 19

(1} Pendidikan anak usin dini pada jalur formal berbentule TH,
RA atau bentuk lain yang sederajat.

(2) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagnimana
dimaksud ayat (1) memiliki program pembelajaran | [anatu)
sampai dengan 2 (dua) tahun.

(3) TK, RA atau bentuk lain yang secderajat sebagnimana
dimaksud ayat (1) dapat diselenpparakan menyatu dengan
SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Program Pembelajaran

Pasal 20

(1] Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang
sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik
memasuki SD, M atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Programm pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang
sederajnt dilaksanakan dalam konteks belajar sambil bermain
dan diatur dalam kurikulum satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar
Paragraf |
Bentuk
Pasal 21
i1] Pendidikan pada S0, Ml atou bentuk lain vang sedermjat
Lerfungsi:
menupamkan  dan  mengamalkan pilai-nilal  Keumnanan,
alehibale mulin, dan kepribadian lubur
L mermnamkan dan mengamalkan  nilal milat  Kebangsau
iy cinta tanah wir;

il

an dusar-dasar kemampuan intelektual dalam

i miernlwerk
v dun kecakapan membaca, meaulis,

brepituale Jemampiian
il berhitung,

d  mernberkan dan mengenalkan nilatnily sejarah, adat
istiadit, kesenun duerah don pembangunae ducrah;

mernbenkan pengenalan T J:I:JIHI':!..LJ'II.IJI.J:I dan teknolog,

I melatih ...
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melatih dan  merangsang kepekaan dan kemampuan
mengapresinst  serta mengekspresikan keindahan,
lelinlusamn, dan harmoni;

menumbuahkan  minat  pada  olahraga, baik  untuk
keschatan dan kebugaran jasmani maupun preatasi; dan

mengembangkan  kesiapan  fisik  dan  mental untuk
melanjutkan pendidikan ke SMP, MTs atau bentuk lain
vang sederajat,

Pendidikan pada SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat
berfungsi:

a.

mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-
nilai keimanan, akhlak mulia, dan keperibadian luhur
vang telah dikenalinya;

mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-
nilai kebangsaan dan cinta tanah air;

mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;

memberikan dan mengenalkan sejarah, adat istiadat,
kesenian daerah, dan pembangunan daerah;

melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan
mengapresiasi serta  mengekspresikan  keindahan,
kehalusan, dan harmoni;

mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang
olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani
maupun prestasi;

mengembangkan ketcrampilan  scbagal modal dalam
menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

mengembangkan kesiapan  fisik dan mental unmk
melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya untuk
hidup mandiri di masyarakat,

Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang:

a. beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;

b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
sehat, mandiri, dan percaya diri;

d. toleran, pcka sosial, demokratis dan bertanggung jawab;
dan

e. bangga sebagai warga negara Indonesia, dan mencintai

kebudayaan Indonesia.

Paragrafl 2
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 22

(1) SD, MI, atau ...

Rlpindel dangan Carnfcannar
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(1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam)
tingkatan kelas, yaitu ;

a. kelas 1 [satu);
kelas 2 (dua);
kelas 3 (tiga),
kelas 4 (empat);

kelas 5 (lima); dan

ol B L

kelas € [enam).

{2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga)
lingkatan kelas, yaitu

a. kelas 7 (rujuh);
b. kelas 8 (delapan); dan
c. kelas @ [sembilan).

Bagian Keempat
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 23

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik
yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan [isik, emosional, mental, sosial,
memiliki potensi kecerdasan, dan bakat istimewa.

Pasal 24

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta
didik di tempat terpencil, terbelakang, atau mengalami bencana
alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 25

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus
berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta
didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual, dan sosial.

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik
secara optimal sesuai kemampuannya.

(3) Peserta didik berkebutuhan khusus scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. luna netra;
b. tuna rungu,
£, tuna wicara;
d. tuna grahita,
e, tunadaksa;
tuna laras;
g berkesulitan ...
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g, Derkesuitan belagar,

1. Inmban belajar;

. Auns;

i, memiliki gangguan motorik;

k. menjadi  korban  penvalahgunaan  narkntika, ohat
terlarang, dan zat adiktif lainnya;

. memiliki kelainan lainnya;
m. memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa,

Kelainan scbagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
huruf j. hurul k, hurufl | dan huruf m dapat berwujud
gabungan dan 2 (dua) atau lebih jenis kelainan yang disebut
tuna ganda.

Pasal 26

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus
berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan
jenis pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan dasar.

Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui
satuan pendidikan wumum, dan satuan pendidikan
keagamaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Khusus diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan
khusus pada satuan pendidikan umum sesuai dengan
kebutuhan peserta didik.

Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menunjuk paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum
pada setinp kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan
inklusif.

Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh pemenntah
daerah dapal menerima peserta didik sebagaimana dimaksud
dalum Pasal 27 ayat (1),

Pendidikon inklusil sebagmimana dimaksud ayvat (2) adalah
sistem penyelenggarann  pendidikan yang  membenkan
Kesempatan  kepada semua peserta dudik yang  memalika
kelainan dun memiliki potensi kecerdusan dan bakat istimews
untuk mengikun pendidikan atan pembelajaran dalam

lingkungan pendidikan secarn bersamu-sama dengan peserta
didik pada ummnya.

(5) Pendidikan ...
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Pendidikan inklusil beriujunn:

n. memberiknn  kesempntan yang scluas-luasnya  kepaca
semun pesertn didik yang  memiliki kelainan  fsik,
cmosional, mental, dan sosial, atau memiliki  potensi
kecerdasan  atau bakal istimewa untuk memperaleh
pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya:

b. mewujudkan penyclengearaan pendidikan yang
menghargai keanckaragaman, dan tidak diskriminatif bagi
semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada
baruf (a).

Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan  inkluaif,
pemerintah daerah menyediakan sumber daya pendidikan
vang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

Pasal 28

Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan
inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pemerintah daecrah menjamin tersedianya sumber daya
pendidikan inklusifl pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

Satuan pendidikan penyelengpara pendidikan inklusif
menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan vang
mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik
sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.

Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan
prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan
karakteristik belajar peserta didik.

Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif
mengacu pada kurikulum yang diberlakukan.

Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti
pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan
di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian vang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus
ujian  sesuai  dengan standar nasional  pendidikan
mendapatkan ijozah yang blankonya dikeluarkan oleh
Pemerintah,

Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan
pendidikan  berdasarkan  kurikulum yang dikembangkan
oleh  satuan pendidikan di  bawah standar nasional
pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang
blankonya dikeluarkan oleh  satuan  pendudikan  yang
Lersanghkutan,

Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar
dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang
yang lebih  tingg  pada  satuan pendidikan  yang
menyelenggarakan  pendidikan  inklusil  atau - satuan
pendidikan khusus,

(10) Pemerintah ...

Divinda deogen CarnSuanres
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[10) Pemerintah  daernh menyediakan  Pendidik  pembimbing
khusus pada satuan  pendidikan yang ditunjuk  untuk
menvelengraraknan pendidikan inklusif.

(11) Pemerintal daerah berkomitmen meningkatkan kompetenai
di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga
kependidikan pada  =atuan  pendidikan  penyelenggara
pendidikan inklusil

(1.2) Pemerintah doerah don pemerintah provinsi membanin
pemvedinan  tenagn  pembimbing  khusus  bagi  satuan
pendidikan  penyelenggara  pendidikan  inklusil  yang
memerlukan sesuai dengnn kewenangannya.

(13) Peningkatan  kompetensi  sebagaimana dimaksud pada
avat |11) dapat dilakukan melalui:

a. pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan
tenagn kependidikan (PATK)

b. lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP);
c. perguruan tinggi (PT)

d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan
pemenntah daerah; dan

e. kelompok kerja Pendidik (KKG), kelompok kerja Kepala
satuan (KKKS), kelompok kerja Penilik sekolah (KKPS),
musvawarah  Pendidik mata pelajaran  (MGMP),
musyawarah kerja Kepala satuan (MKKS), musyawarah
kerja Penilik sekolah (MKPS), himpunan Pendidik dan
tenaga kependidikan anak usia dini (HIMPAUDI), dan
ikatan Pendidik taman kanak-kanak Indonesia (IGTKI)
serta Asosiasi guru mata pelajaran (AGMP).

(14) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan

pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 29

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah
melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusil

sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Pemerintah  memberikan  penghargaan  kepada  pendidik  dan
tenaga  kependidikan  pada satuan pendidikan  penyvelenggara
pendidikan inklusil dan pemerintah daerah yang secara nyata
memiliki = komitmen  tinggi  dan  berprestasi  dalam
menyelenggarakan pendidikon inklusif.

Pasal 31

Sutuan  pendidikan  penyelenggara  pendidikan inklusif  vang
terbukti - melanggar  ketentuun  sebagaimana  diatur dalam
Peraturan Bupati dapat diberi sanksi sesual dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan.

Paragral 3 ...
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Paragral 3
Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi
Keeerdnsan dan Bokat [stimewn

Pasnl 32

Pendidilkan khusus bagi pescrta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewn berfungsi mengembangkan
potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata
sesuai dengan karateristik keistimewaannya.

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa bertujuan
mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa
mengabaikan  keseimbangan  perkembangan kecerdasan
spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik,
dan kecerdasan lain.

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa dapat diselenggarakan pada
satuan pendidikan [ormal TK dan RA, SD dan MI, SMP dan
MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat berupa:

a. program percepatan; dan
b. program pengayaan.

Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat [4)
dilakukan dengan persyaratan:

a. pescrta didik memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa yang diukur dengan tes psikologis;

b. peserta didik memiliki potensi akademik tinggi dan bakat
istimewa di bidang seni dan clahraga; dan

¢. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir
memenuhi standar nasional pendidikan.

Penyelenggara program pendidikan khusus bagi peserta didik
yang memilki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
sehagaimana dimaksud pada ayat (4] dan ayat (5) dapat
dilakukan dalam bentuk kelns khusus.

Pemerintah dacrah  dapat  menyelenggarakan - program

pendidikan khusus bagi peseria didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan bakat jstimewn.

Ketentuan lebibh lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan
khusus bagi pesertn didik yang memiliki potensi kecerdasan
dan bakat istimewa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragrafl 4
Pendidikan Layanan Khustis

Pasal 33 ...
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Pasal 33

(1) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bag
peserta didik di daerah  terpencil atau terbelakang,
masyarakat adat  yang terpencil, dan mengalami
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari
segi ckonomi.

{2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan

akscs pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk
mempercieh pendidikan terpenuhi.

(3) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan
pendidikan bagi peserta didik di daerah:

a. terpencil atau terbelakang;
b. mengalami bencana alam;
¢. mengalami bencana sosial; dan
d. tidak mampu dar segi ckonomi.

{4) Penetapan satuan pendidikan terpencil atau terbelakang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paszal 34

(1) Pendidikan layanan khusus dapat disclenggarakan pada jalur
pendidikan formal dan nonformal.

(2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal
diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat,
sarana dan prasarana pembelajaran, pendidikan, tenaga
kependidikan, dan sumber daya pembelajaran lainnya dengan
kondisi kesulitan peserta didik.

Bagian Kelima
Penerimaan Peserta didik Baru

Paragrafl 1
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 35
Peserta didik TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia
4 (empat) sampai dengan 6 (enam] tahun,

Pasal 36

(1) Pencrimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia
dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

(2] Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan q.nnk usia
dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan
pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani
peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

1 T L 1el3 11 | 5 t“
(3 Keputusan penerimaan calon pesertn didik menjadi pesert
: dir.ﬁk dilakukan secara muandin oleh _mpnt dewan Pendidik
yang dipimpin olech Kepala satuan pendidikan.

Pasal 37 ...
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Pasal 37

gatuan pendidikan annk usia dini dapat menerima peserta diclik

pindnhan dari satuan pendidikan anak uaia dini lain.
Paragral 2
Penerimaan Peserta Didik Pendidikan Dasar
Pasal 8

(1]

[2)

[3]

(4]

{6)

n

(<)

(3)

(1)

(2)

(3)

Peserta didik pada 5D dan M1 atau bentuk lain yang sederajat
paling rendah berusia 6 {enam] tahun.
Pengecualian terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog
professional.
Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat
dilakukan oleh dewan Pendidik satuan pendidikan  yang
bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
8D dan MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima
warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua
belas) tahun scbagai peserta didik sampai dengan batas daya
tampungnya.
Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD dan MI atau
bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes
kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk
tes lain.
Sistem PPDB langsung dilaksanakan dengan sistem Zonasi,
Afirmasi, Prestasi dan kedudukan orang tua.

Pasal 39

Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung
satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada 3D
dan MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan
prioritas dari yang paling tua.
Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat [}] sama, maka penentuan peseria didik didasarkan
pada jarak tempat tinggal calon peserta didik vang paling
dekat dengan satuan pendidikan.
Jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud padn ayat (1) dan
ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaltar lebih awal
diprioritaskan.

Pasal 40

Peserta didik pada SMP dan MTs atau bentuk lain yang
sederajat sudah  menyelesaikan pendidikan pada SD, ML,
Paket A, atau bentuk lain yong sederajat.

SMP dan MTs atau bentuk lain yang gedernjat  wajib

menerima warga negara berusin 13 (tiga belas) tahun sampai
dengan 15 (lima belns) tahun sebagni peserta didik sampai

dengan batas dayns tampungnya.
Peserta didik darl SMP/MTa dapal berpindah ke schkolah

dengan jenjang dan akreditasi yang sami.
Pasal 41 ...
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Pazal 41

SD dan ML, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP dan
MTs atnu bentuk lain sederajat yang memiliki calon peserta
didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelehihan
calon pesertn didik tersebut kepada Dinas Pendidikan,

Dinas Pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta

didik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan
pendidikan dasar lain,

Pasal 42

Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas
1 (satu) setelah memenuhi persyaratan lulus ujian sekolah.

Peserta didik dari jalur non formal dapat diterima di SMP,
MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas VII
(tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

a. lulus ujian kesetaranan Paket A; dan
b. |ulus tes kelayakan.

Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain
dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat
setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan.

Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di Negara lain
dapat ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah
memenuhi persyaratan:

a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain vang
membuktikan bahwa  yang  bersangkutan telah
menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan

b. lulus tes kelayakan.

Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti
sistem dan standar pendidikan negara lain dapat diterima di
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sedergjat sejak awal kelas
VII (tujuh) setelah:

a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau

b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang
membuktikan  bahwa  yang  bersangkutan  telah
menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan
kompetensi lulusan setarn SD.

Penerimaan Peserta didik baru (PPDB] SMP, MTs atau bentuk
lain yang sederajat diberlakukan sistem Zonasi, Alirmasi,
Prestasi dan kedudulkon orang tua,

Di samping memenuhi ketentuan  sebagaimana dimaksucd
pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat
skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di
kelas VI (tajuh),

Sutuan  pendidikan dasar  dapal  menenima peserta didik
pindahan dari satuan pendidikan dasar lain,

Ketentuan lebibh lanjut mengenai penerimaan peserta didik
baru dan perpindahan peserta didik pendidikan dasar akan
diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 ...
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Parapral 3
Penerimant Pescreta Didik Pendidikon Khuses dan
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 43

Penerimaan peserta didik berkelninan dan peserta didik yang
memiliki polensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan
pendidikan mempertimbanghkan sumber daya yang dimiliki

sekolah.

Satuan pendidikan mengalokasikan kursi peserta didik yang
memiliki kelainan paling sedikit [ {salu] peserta didik dalam
1 [satu) rombongan belajar yang akan diterima.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta
didik scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
dipenuhi, satuan pendidikan dapat menerima peserta didik
normal.

Paragral 4
Penyelenggarasn Pendidikan Non Formal
Pasal 44
Penyelenggarnan  pendidikan non  formal  meliputi

penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan
non formal.

Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagaimana
dimaksud pada avat (1) meliputi satuan pendidikan:

a. Sanggar Kegiatan Belnjar (SKB);

lembaga kursus dan lembaga pelatiban;

kelompok belajar (KB);

Puszar kegiatan belajar masyarakat (PKBM);

Pendidikan anak usia dini jalur non formal.

. S I~

Sanggar Hegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf a merupakan satuan Pendidikan Non Formal
yang disclenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Penyelenggaraan program pendidikan non formal pada ayat
(1)} meliputi:

a. pendidikan kecakapan hidup;

b. pendidikan anak usia ding

¢, pendidikun kepemudaan;

d. pendidikan pemberdayaan perempuian;

e, pendidikan keolsaranng

f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan

. pendidikan kesetarnan.

Pasal 45 ...
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Pasnl 15

gatuan  Pendidikan  Sanggar  Kegiatan Belajar  [SKB),
Pemerintah  Kabupaten  berwenang mengangkat  dan
memberhentikan Kepala satuan Sanggar Kegiatan Belajar.

Kepala satuan  Pelaksana  SKB sebagaimana ayat (1)
bertanggung jawab melaksanakan koordinasi tugas dan
wewenang perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan
pembinaan satuan pendidikan luar sckolah.

Ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pendidikan non formal berfungsi:

a. scbagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan
formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan

b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penckanan
pada penguasaan pengetahuan  dan keterampilan
fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian
profesional dalam rangka mendukung pendidikan
scpanjang hayat.

Pendidikan non formal bertujuan membentuk manusia yang
memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap
dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa
wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja
dalam bidang tertentu, dan melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan Non formal sebagaimana diselenggarakan

berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pasal 47

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai selara dengan
hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang
memenubi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang
ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan dilnksanakan oleh Badan Standar
Nasional Pendidikan.

tJii kesetarnan sehagaimann dimaksud pada avat [1) untuk
program  kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk
memperaleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata
pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah.

Peserta  didik  yang  lulus  uji  keselaraan sebapaimana
dhirnakesudd poda ayat (3) dilier sert ilileasi Kompelenst.

BAB IV ...
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BAB IV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

t'l;':‘-s'.. Pl
Pendidik terdiri dart Pendidik, konselor, tutor, pamong
belajar, instruktur, fasilitator atau sehutan lain yang sesuai

dengan  kekhususannya  serta  berpartisifasi  dalam
penvelenggaraan pendidikan,

Pendidik mempunyai kedudukan scbagai lenaga profesional
pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang
Jdiangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pengnkuan kedudukan pendidik sebagai Pendidik profesional
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
serfifikat pendidik,

Profesi Pendidik merupakan bidang pckerjaan khusus yang
dilnksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;

b, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu
pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang
pendidikan sesuai dengan bidang tugas;

d. memiliki kompetensi vang diperlukan sesuai dengan
bidang tugas;

e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas
keprofesionalan;

f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan
prestasi kerja;

g memiliki kesempatan untuk mengembangkan
keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar

scpanjang hayat;

h. memiliki jaminan  perlindungan  hukum  dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan; dan

i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan
mengalur  hal-hal  yang berkaitan  dengan  tugas
keprofesionnlan Pendidik.

Pemberdayaan  profesi  Pendidik  disclenggarakan melalui
pengembangan  diri yang dilnkukan secnrn  demokratis,
berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan
menjunjung tingg hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural, kemajemulkan bangsa, don kode etik profesi.

Paragral 2 ...
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Paragraf 2
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 49

Pendidile wnjit:lr memiliki kualifikasi akademik, kompetens:,
sertifikat pendidik, sehat jnsmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program
-1V,

Kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi kompetensi  pedagogik, kompetensi  kepribadian,
kompetensi soslal, dan kompetensi profesional yang diperoleh
melalui pendidikan profesi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi  akademik
schagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Kualifikasi akademik Pendidik scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (2] ditunjukkan dengan ijazah yang
merefeksikan kemampuan vang dipersyaratkan bagi Pendidik
untuk melaksanakan tugas scbagai pendidik pada jenjang,
jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang
diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Kualifikasi akademik Pendidik schagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program 5-1 atau
program D-1V pada perguruan Unggi yang menvelenggarakan
program pendidikan lenaga kependidikan dan program
pendidikan non kependidikan.
Kualifikasi akademik Pendidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bagi calon Pendidik dipenuhi  sebelum  vang
bersangkutan diangkat menjadi Pendidik.
Kualifikasi akademik Pendidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] bagi Pendidik dalam jabatan yang belum
memenuhinya, dapat dipe nuhi melalui:
g, pendidikan sebagaimann dimaksud pada ayat (2}; atau
h. pengakuan hasil belajur mandirt yang diukur melalui uj_l
kesetaraan yang dilaksanakan melului vjian komprehensif
nleh Pendidikan Tingg yang terakreditasi,

mengenai  kualifikasi akademik

Ketentuan  lebih  lanjut : \
(1] diatur sesua dengan

sebagaimana dimalsud pada ayal
ketentuan peraturian perundang-undangun.

Pasal 51
dimaksud dalam Pasal 50 ayat ()

merupiakian  seperangkul pengetahivan, EEIU“““F”.“E"- dan
perilaku  yang  harus dimiliki, dihayati, dikuasoi, dan
diaktualisasikan oleh Pendidik dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan.

Kompetensi sebuguimiani

(2) Kompetensi ...
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Kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh
melalui pendidikan profesi.

Kompetensi  pedagogik merupakan kemampuan  Pendidik
dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sckurang-
kurangnyva melipuiti;

. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;

b. pemahaman terhadap peserta didik;

pengembangan kurikulum atau silabus;

perancangan pembelajaran;

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
pemanfaatan teknologi pembelajaran;

evaluasi hasil belajar; dan

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimilikinya.

@ ™o o0 n

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan Pendidik
sckurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

4. beriman dan bertakwa;
berakhlak mulia;
arifl dan bijaksana;

demokratis;

=

B o

mantap:
berwibawa,
siabil;

Tm =R

dewasa;

jujur;

{ S e+

sportif;

k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;

l. secara obycktif mengevaluasi kinerja sendini; dan

m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan Pendidik sebagai
pagian dan masyarakat yang sckurang-kurangnyw mehput
kompetensi untuk:

a. berkomunikasi lisan, wlis, dan isyaral secara santun;

s menggunakan teknologh kemunikasi dan informusi secara
[ungsional;

¢. bergaul secara efektil dengan peserta qi{iik, sesama
pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan - satuan
pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;

d, bergaul secara santun dengan masynrakat sekitar dengan
mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan

e, menerapkan ...

L prinebai chetnzgams D Sazuacw me



35

¢. mencrapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat
kebersamann,

{6} Kompetensi profesional merupakan kemampuan Pendidik

(7

(8)

(1)

(2)

13)

(4)

(1)

12

(3)

(4)

dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni dan budaya yang diampunya YANg
sekurang-kurangnya meliputi penguasaan;

a. maten pelajaran secara luas dan mendalam sesuaj dengan
standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran,
dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu,

b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni
yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau
koheren dengan program satuan pendidikan, mata

pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang akan
diampu,

Rompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat holistik.

Standar kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1] diberikan kepada Pendidik yang telah memenuhi
persyaratan.

Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi
yang memiliki program pengadasn tenaga kependidikan vang
erakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan,
dan akuntabel.

Hetentuan lebih  lanjut mengenai  sertifikasi pendidik
schagaimana dimaksud pada avat (2) dan ayat (3) diawr
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Sertifikal pendidik bagl calon Pendidik dipenuhi sebelum vang
bersanghkutan diangkat menjadi Pendidik.

Calon  Pendidik  yang tidak memiliki Sertifikat  Pendidik
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki keahlian
khusus yang diakui dan diperlukan dapat changkat menjadi
pendidik setelah lulus uji kelayakon,

Calon Pendidik yang tidak memiliki  Sertifikat Pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan oleh
Bacrah khusus yung membutubkan Pendidik dapat diangkat
menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 ...
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Pagnl H4

H-.*l.i.u.il‘ oTang  yang telah memperoleh  sertifikat  pendidik
mmm_.h‘!.n kesempatan yanz sama untuk diangkat menjadi
Pendidik pada satuan pendidikan tertentu,

Sertifikat Pendidik yang diperoleh Pendidik berlaku selama
yang Ibcrmnghutan melaksanakan tugas sebagai Pendidik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 535

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan
anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan
sertifikasi pendidik bagi Pendidik dalam jabatan yang
diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah, dan pemerintah dacrah.

Ketentuan lebih lanjut mergenai anggaran untuk peninghkatan
kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupat.

Pasal 56

Pendidik yang diangkat oleh satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daecrah
diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidik vang diangkat oleh satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 57

Pemerintah  memberikan tunjangan profesi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat {1} kepada Pendidik yang telah
memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara
pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat.

Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
diberikan setara dengan 1 (satu) kaki gaji pokok Pendidik vang
diangkat oleh saluan pendidikan yang tlift!tnggumlmn oleh
pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja,
glan Kualifikosi yang sami

Tunjangan profesi sebagnimana  dimaksud pada ayat (1)
diglokasikon daliim anggeran pendapatan dan belamn negari
(AN melalui dana transfer daerah.

etentuin lebib lanjut mengena winjungan profesi Pendidik
sebagaimuna dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3}
dintur  sesuni  dengan  ketentuan  peraturan perundang:

vinelanpean

Pasal 54
memberikan

emerintah  dun  pemerintah Kubupaten
b : linngkat oleh

tunjungan fungsional kepada Pendidik yang ¢
pemerintah dan pemerintah daerah,
(2) Pemerintah ...
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Pemerintnh  dan  pemerinioh  dacralhh memberikan  subaidi
tunjangan  lungsional kepada Pendidik yang diangkat oleh
satuan pendidikan yang disclenggnrakan oleh masyarakat
sesund dengann peraturan perundang-undangan.

Tunjangan [ungsional scbagaimann dimaksud pada ayat (1)
dan subsidi tunjangan fungsional scbagaimana dimaksued
pada ayat (2] dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan
belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja dacrah.

Pasal 59

Pemerintah  Kabupaten memberikan tunjangan khusus
kepada Pendidik yang bertugas di daerah khusus.

Tunjangan khusus schbagiimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Pendidik yang diangkat cleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
Kabupaten di daerah khusus, berhak menempat rumah
dinas apabila telah disediakan olch Pemerintah Kabupaten
sesuai dengan kewenangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2], dan ayat |3
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Tunjangan profesi diberikan kepada Pendidik yang memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah
diberi satu nomar regisirasi Pendidik oleh kementerian,

b. memenuhi beban kerja sebagai Pendidik;

¢, mengajar sebagai Pendidik mata pelajaran dan Pendidik
kelas pada satuan pendidikan yang sesua dengan
peruntukan sertifikat pendidik yvang dimilikinya;

d. terdaftar pada kementerian sebagai Pendidik tetap;

e berusia paling tinggi 60 [enam puluh) tahun; dan

{ tidak terikat schagai lenaga tetap pada instansi selain
satuan pendidikan tempat bertugas,

Seorang Pendidik hanya berhak mendapal satu tunjangan

profesi terlepas dari banyaknya sertifikat pendidik yang

dimilikinya dan bonyaknya satuan pendidikan atau kelas

yang memanfaatkan jasanya sebagai Pendidik.

Pendidik pemegang  sertfikat  pendidik  yang mementthi

ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) berhak
memperoleh lunjangan profesi, meskipun mendapat tugns

tambahian sehagal

a. kepaln satuan  pendidikan  dengan beban kerja  sesuai
dengan heban kerjn Kepala satuan pendidikan;

b wakal ...
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b, wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja
sesuni  dengan  beban  kerja Wakil kepala  satuan

pendidikan;

c. kepala perpustakaan/laboratorium satuan pendidikan
dengan beban kerja sesuai denpgan beban kerja kepala
perpustakaan/laboratorium satuan pendidikan;

d. Pendidik bimbingan dan konsecling atau konselor dengan
beban  kerja secsual dengan  beban  kerja Pendidik
bimbingan dan konseling atau konselor; atau

e. pembimbing khusus pada satwan pendidikan  yang
menvelengearakan pendidikan inklusi atau pendidikan
terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja
pembimbmg khusus pada satuan pendidikan.

Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun
anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan
nomer registrasi Pendidik dari kementenan.,

Pendidik vang belum bersertifikasi diberikan tunjangan
tambahan penghasilan (TTP)] sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 61

Pemerintah  Daerah  dapat  menetapkan  persyaratan
pemberian tunjangan profesi yang berbeda dan xetentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), untuk
pemegang sertifikat pendidik yang bertugas pada:

a. satuan pendidikan khusus;

b. satuan pendidikan layanan khusus; atau

c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

Pendidik pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan
tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan

vang rasio minimal jumlah peseria didik terhadap
Pendidiknya sebagai berikut untuk:

a. TE, A, atau yvang scderajat 1501,
b, SD atau yang sederajat 20:1; dan
e, SMP atau yang sederajat 20:1,

Pemerintah  Daersh  dapat  menetapkan  ketentuan  rasio
sebagoimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk
pendidik yang bertugas pada:

. satuan pendidikan khusus,

b. satuan pendidikan layanan khusus; dan

. Saltuan ...
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satuan  pendidikan  yang  mempekerjakan  Pendidile
berkeahlinn khusus,

Baginn Kedua
Kepala Satuan

Prersprstl L
Aermyvaraton Calon kepala Satunn

Pr=al 62

(1) Pendidik dapat menjadi calon Kepala satuan pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan
masyarakat selain memiliki standar kompetensi minimal dan
kualifikasi sesuai ketentuen peraturan Perundang-undangan
lainnya juga harus memenuhi persyaratan:

.

L.

111,

I

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

sclin kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943;
berstatus scbagai pendidik;

schat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan dari rumah sakit atau dokter,;

memiliki  komitmen untuk mewujudkan  tujuan
pendidikan,

memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1)
atau diploma IV dari psrguruan tinggi dan program studi
vang terakreditasi paling rendah B;

memiliki sertifikat pendidik;

memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan
ruang Il /c;

memiliki pengalaman bertugas selama 8 [delapan] tahun
menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing,
kecuali di TK memilki pengalaman mengajar paling
singkat 3 (tiga) tahun d: TK;

memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pendidik dengan
sebutan paling rendan “Baik” selama 2 (dua] tahun
terakhir;

memiliki  pengalaman manajerin  dengan (ugas vaog
relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 [dua)
tahun,

tidak pernah dikenaken hukuman disiplin sedang dan
berat sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangpan;

tidak  sedang  menjacdi tersangka atau tidak pernah
mepjudi terpidan,

Lerusio paling tinggl 56 (lima puluh enam] tahun pada
waktu penganglatan pertama sebigul hepala satuan.

i2) Dalam ...
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(1]

a0

Oalam hal Pendidik akan diusulkan menjadi calon Kepala
satunn  di  decrah  khusus, persyaratan sebagaimana
imaksud dalom Pasal G4 ayat (1) hural I dan huruf @ dapat
dikecunlikon dengnn kelentuan schagni berikut:

a, memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat [,
polongan ruang I/ b dan

b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tigal
tahun.

Pengangkaan Kepala satuan pada Satuan Pendidikan Anak
Usin Dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan Nonformal yang
dikelola oleh pemerintah dacrah dilakukan aleh Pemerintah
Daerah melalui usul Kepala Dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan seaual dengan
ketentuan yang berlaku.

Penpgangkatan Kepala satuan pada satuan Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan Non formal yang
diselenpgmarakan masyarakar dilakukan oleh penyelenggara
satuan pendidikan  yang  bersangkutan acauai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala satuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan
ayat (4) memiliki peran dan fungsi sebagai edukator,
manager, administrator, supervisor,  pelibatan,  dan
pemberdavaan Warga sehkolah.

Paragrafl 2
Penyiapan dan Pengusulan Calon Kepala satuan

Pasal &3

Penyiapan calon Kepala satuan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk yvang akan
ditugaskan di daerah khusus dilakukan melalui tahap:

4+ pengusulan bakal calon Kepala Satuan
b, seleksi bakal calon Kepala Satuan; dan
c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala satuan.

Penyiapan calon Kepala satuan pada satuan pendidikan vang
disclenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:

a. penyampaian bakal calon Kepala Satuan ;
b, selelsi bakal calon Kepala Satuan; dan
c. pendidikon dan pelatihan calon Kepala Satuan.

Pasal 64

Pengusulon  bakal calon Kepala satuan pada satuan
pendidikon  yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
qehapnimenn dimaksud dalam Pasal 63 avat (1) hurf a
dilakukarn olch;

a. Kepala ...

Dlzire al dongan CanmSsanncr



|2

S

(1)

(2)

(4)

a1

n, Kepaln satuan dapat mengusulkan Pendidik padn aatuan
pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala satuan

kepadin  Repala Dinns  Pendidikan  Kabupaten  sesuai
dengnn kewennngnnnyn; atau

b, Pendidik pada satuan pendidiknon yang diselenggarakan
olelh pemerintnh doernh yang memenuhi  persyaratan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat
mengojukon permohonan untuk mengikuti seleksi bakal
enlon Kepnla satuan kepadn Kepaln Dinas Kabupaten
seiclah  mendapat  rekomendasi dan Kepala satuan
administrasi pangkal tempat Pendidik yang bersangkutan
bertugas.

Penvampaian  bakal calen Kepala satuan pada  satuan
pendidikan vang  disclenggarakan  oleh  masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a
dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang
disclenggarakan cleh masyarakat kepada Dinas Kabupaten
sesuai dengan kewenangannya.

Fasal 65

Seleksi bakal calon Kepala satuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (1] huruf b dan ayat (2) huruf b
dilakukan dalam 2 {dua) tahap vaitu:

a. seleksi administrasi; dan
b seleksi substansi.

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a bagi bakal calon Kepala satuan pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan
kewenangannya.

Seleks: administrasi sebagmmana dimaksud pada avat (1)
huruf @ bagi bakal calon Kepala satuan pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan olch masvarakat dilakukan
oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada
Dinas Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf & merupakan penilaian dokumen yang meliputi:

a, fotokopi ijazah kualifikasi nkadem;
b. fotokopi sertifikat pendidik;

¢, fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir
bagi Pendidik yang diangkat oleh pemerintah daerah;

d. fotekopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian
kerja bagi Pendidik bukan Peguwii Negerl Sipil pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

¢, sural keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan
aleh satuan pendidikan;

f fotokepi hasil penilaian preswsi kerja pegawai dalam 2
jrlua) tahun terakhie

g. fotokopi ...
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g. fowokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait
pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan
fungsi sckolah;

h. surat keterangan sechal jasmani, rohani yang dikeluarkan
oleh rumah sakit Pemerintah atau dokter;

i. sural keterangan tidak pernah  dikenakan hukuman
disiplin sedang dan berat dari atasan atau pejabat yang
berwenang;

j. surat pernyatann tidak sedang menjadi tersangha atau
tidak pernah menjadi terpidana; dan

k. surat rckomendasi dari Kepala satuan atau pimpinan
penvelenggara  pendidikan yang diselenggarakan oleh
masvarakat,

Scleksi substansi dilaksanakan sctelah bakal calon Kepala
satuan lolos seleksi administrasi.

Dinas Kabupalen atau penyvelenggara pendidikan yang
disclenggarakan oleh masyarakat mengajukan bakal :alur‘l
Kepala satuan vang dinyatakan lolos secleksi administrasi
untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS3 dcngaﬂ
tembusan kepada Dircktur Jenderal GTK Kementenan
Pendidikan dan Kebudayaan,

Seleksi substansi merupakan tes potensi kepemimpinan yang
dilakukarn oleh LPPES.

Hasil selcksi substansi disampaikan oleh LPPKS kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten atau penyeclenggara pcndifiikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mengajukan
bakal calon Kepala satuan.

Pasal 66

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala satuan diikuti oleh
bakal calon Kepala satuan yang sudah dinyatakan lolos
seleksi substansi.

Bakal calon Kepala satuan vang sudah lolos seleksi substansi
scbagaimana diusulkan cleh Dinas Pendidikan Kabupaten
sesuai dengan  kewenangannya  alau  penyelenggara
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada
LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal GTH

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LPPKS dalam hal melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan
dapat bekerjasama  dengan J.'Eﬂ?.bilgﬂ. lain  yang
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,

Kerjasama dengan lembaga lain harus mendapat persetujuan
dari Direktur Jenderal.

LPPKS  roclakukan  supervisi  terhadap  penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga

lisin.
(6} Pendidikan ...
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(6] Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala satuan dibiayai oleh
Pemerintah, Pemerintah Dacrah, masyarakat, atau sumber
Inin yang sah dan tidak mengikat,

(7] Bakal calon Kepala satuan yang dinyntakan lulus Pendidikan
dan Pelatihan Calon Kepala satuan diberi Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Satuan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal,

(8) Bakal calon Kepala satuan yang dinyatakan tidak lulus diberi
kesempatan untuk  mengikuti kembali  Pendidikan dan
Pelatihan Calon Kepala satuan paling banyak 1 (Satu) kali.

(9) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala
satuan merupakan salah satu syarat mengikuti proses
pengangkatan menjadi Kepala Satuan.

Paragraf 3
Proses Pengangkatan Kepala satuan

Pasal 67 -

(1) Pengangkatan Kepala satuan dilaksanakan bagi calon Kepala
satuan yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan Calon Kepala satuan.

(2) Proses pengangkatan calon Kepala satuan dilaksanakan oleh
pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan penyelenggara
satuan pendidikan yang diselenggarakan cleh masyarakat
sesuai  dengan  kewenangannya  setelah  mendapat
rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala
satuan.

(3) Tum pertimbangan pengangkatan Kepala satuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang
disclenggarakan olch pemerintah daerah ditetapkan oleh
pejabat pembina kepegawaian.

(4] Tim pertimbangan pengangkatan Kepala satuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan vang
diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan
penyeclenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakalt.

(5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala satuan bagi satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
schbagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengawas Sekolah dengan
rekomendasi koordinator wilayah,

(6] Tim pertimbangan pengangkatan Kepala satuan bagi satuan
pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh mas:.-nrs}kz}t
sebagaimana dimaksud pada ayat [4) mcmqn}:an majelis
pertimbangan  pada  penyelenggara pendidikan  yang
diselenggarakan oleh masyarakat.

Paragraf 4
Penugnsan Kepala satuan

Pasal 64
(1) Penugasan ..,
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1] Penugasan Kepala satuan pada satuan pendidikan yang
diselenpparakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah
lehusus dilnksanakan denpgan periodisasi,

(2] Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa
periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 {empat] tahun.

(3] Setelah menvelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala
satuan dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3
(tign) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas)
Labuan,

(4] Penugasan Kepala saluan periode pertama pada satuan
administrasi pangkal yang sama paling secikat 2 [dua) tahun
dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.

|5] Penugasan Kepala satuan  schagaimana dimaksud pada
avat (3) pada periode ke 3 (tiga) dapat dilakukan apabila
memiliki prestasi luar biasa dan ditempatkan pada sekolah
akreditasi lebih rendah dari sckolah sebelumnya.

16

(7]

(8)

19

{10

(41

(2)

(4]

Penugasan Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap
tahun dengan sebutan paling rendah “Baik’.

Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai
dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala satuan yang
bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya
schapgal Kepala satuan.

Kepala satuan yang tidak diperpanjang masa LUgasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6] dapat ditugaskan
kembali sebagai Pendidik.

Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala
satuan dapat diperpanjang penugasannya untuk periode
keempat seteluh melalui uji kompetensi,

Pelaksamaan uji kompetensi schagaimana dimaksud pada
ayat (9] berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Penugasan kembuli sebagu Pendidik sebagai mana dimaksud
pada ayat {8) dilakukan aleh Dinas Pendidikan Kabupaten
sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan jumlah Pendidik di wilayahnya.

Pasal 69

Penugasan Kepala satuan padn satuan pendidikan yang
diselenggarakan  oleh  masyarakat dituangkan dalam
perjunjian kerja.
Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja Kepala satuan pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
Udak mencapai dengan  sebutan  paling rendah  “Baik”,
penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarnkan oleh
masyarakal dapat memberhentikan  yang bersangkutan
sebapal Kepalo suluan,
K:pnh: paivinn yung  Lidak :1|.|'H:r5'mn_'im'||g, A Egnanya
sebapaimana dimaksud poda ayal (2} dopat ditugaskan
fpesprilmal selagng Pendidik,

(4] Penugasan ...
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(4) Penugasan kembali sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara satuan
pendidikan yang diselenggarakan olch masyarakat dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Pendidik pada
satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragral 5
Tugas Pokok Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 70

(1) Beban kerja Kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk
melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan
kewirausahaan, dan supervisi kepada Pendidik dan tenaga
kependidikan,

2] Beban kerja Kepala satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) bertujuan untuk mengembangkan
sekolah dan meningkatkan mutu sckolah berdasarkan
8 (delapan) standar nasional pendidikan.

(3] Dalam hal terjadi kekurangan Pendidik pada satuan
pendidikan, Kepala satuan dapat melaksanakan tugas
pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembe lajaran
atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan
pendidikan yvang bersangkutan.

{4) Kepala satuan pendidikan yang melaksanakan tugas
pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan
terscbut merupakan tugas tambahan di luar tugas

pokoknya.
Paragral 6
Pengembangan Keprolesian Berkelanjutan Kepala Satuan
Pendidikan
Pasal 71

(1) Kepala satuan harus membuat perencanaan dan
melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

(2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan scbagaimana
dimaksud pada ayat (I dilaksanakan sasqai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.
{3) Pembinaan karir Kepala satuan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragrafl 7 -
Penilaian Kinerja Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 72
(1) Penilaian kinerjn Kepala satuan dila
setiap tahun,

{2) Penilaian kinerja Kepala satuan sebagaimana dimaksud ﬁda
ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku,
serta kehadiran,

kukan secara berkala

(3} Penilaian ...
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(3] Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4)

(5)

(1)

(2}

(3

dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan
kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:

a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
b. hasil pengembangan kewirausahaan;

c. hasil pelaksanaan supervisi kepada pendidik dan tenaga
kependidikan;

d. hasil pelaksanaan pengembangan keprofesian
berkelanjutan; dan

e. tugas tambahan di luar tugas pokok.

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan)

standar nasional pendidikan.

Dalarn melaksanakan Penilaian kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kepala Dinas
Kabupaten atau penyelenggara pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh
Pengawas sekolah.

Paragraf 8
Pemberhentian Tugas Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 72
Kepala satuan dapat diberhentikan dari penugasan karena:
a. mengundurkan diri;
b. mencapai batas usia pensiun Pendidik;
c. diangkat pada jabatan lain;
d

tidak mampu secara jasmani dan rohani sechingga tidak
dapat menjalankan kewajibannya;

e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan
sebutan paling rendah “Baik”™;

g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
h. menjadi anggota partai politik;

i. menduduki jabatan negara; dan

j. meninggal dunia;

k. melakukan tindak pidana (Kejahatan);

. melakukan tindakan asusila.

Kepala satuan yang diberhentikan berdasarkan sebab
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan
hurufl 1 dapat diangkat kembali sebagai Pendidik.

Dalam hal Kepala satuan yang diberhentikan sebagai Kepala
satuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daecrah dan kembali menjalankan tugas dan
fungsi sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus melalui program orientasi.

(4) Pemberhentian ...
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(5] Ketentuan lebih

(1) Kepala satuan pendidilkon tidak

(2] Kepala satuan belu

(3} Pemerintah Kabupaten berhak m
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mberhentian Kepala satuan schagaimana dimaksud pacda
ayal (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawnian atau
penyelengpara satunn pendidikan yang diselenggarakan oleh
muogvaraknl sesuni dengan kewenangannya,

lanjut  mengenai  Program Orientasi

sehagaimani dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan

HBupati.

Pasnl 74

dapat merangknp scha gai

pelaksana  tUgas jabatan lain lebih dari 3 (tiga] bulan

berturut-turat.

m dapat mengajuknn usul pindah tugas ke
ain sekurnng-kurangnya sclama 2 {dua)
tuan pendidikan awal.
emberhentikan  Kepala
satuan apabila melakukan tindak pidana korupsi, narkotika,
asusila atau pelanggaran hukum lainnya.

satuan pendidikan |
tahun masa bertugas di tempat sa

Bagian Ketiga
Pengawas Satuan Pendidikan

Paragral |
Pengangkalan Pengawas Satuan Pendidikan

Pasal 75

(1) Pengawas satuan pendidikan diangkat dari pendidik yang

{2)

(1)

telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut menengai pengawas satuan pendidikan
sebagaimana di maksud ayat (1] diatur dalam Peraturan

Bupati.
Paragraf 2
Persyaratan Calon Pengawas Satuan Pendidikan
Pasal 76

Pendidik dapat menjadi calon Pengawas satuan pendidikan
yang disclenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat
selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi
sesual ketentuan peraturan  Perundang-undangan lainnyva

juga harus memenuhi persyaratan:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b, setis kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19:45;

¢, masih berstatus sebagai Pendidik dan memiliki sertifikat
pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8
{delapan) tahun atau Pendidik yang diberi tugus sebagai
Kepala satuan paling sedikit 4 (empat) tabun SesLl
dengan satuan pendidikannya S INAsing,

d. sehat ...
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d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan nasil pemeriksaan
keschatan dari rumah sakit atau dolkter;

e. memiliki  komitmen untuk mewujudkan tujuan
pendidikan;

[ memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana [S-1)
atau diploma IV dari Pendidikan tinggi dan program studi
vang terakreditasi paling rendah B;

g. diutamakan  memiliki pendidikan ~ Magister  (S2)
kependidikan dalam rumpun pelajaran yang relevan.

h. memiliki sertifikat pendidik;

i memiliki keterampilan dan keahlian yzng sesual dengan
brdang pergawiasar;

j.  memilikn pangkal paling rendah Penata, golongan ruang
e,

k. memiliki pengalaman mengajar paling singkat & (enamj
tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing,
kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar paling
singkat 3 (tiga) tahun di TK;

I. memiliki pengalaman supervisi manajerial dan supervisi
akademik dengan tugas yang relevan paling singkat 3
(tiga) tahun;

m. tidak pernah dikenakan huluman disiplin sedang dan
berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

n. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah
menjadi terpidana;

o. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada
waktu pengangkatan pertama sehagai pengawas;

p. lulus seleksi calon pengawas sekolah;

q. menguasai media berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi (T1K).

Penugasan pengawas pada Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini. Pendidikan Dasar, dan pendidikan Nonformal yang
dikelola oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati
melalui usul Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di Bidang Pendidikan sesual dengan ketentuan
yang berfaku.

Penugasan pengawas satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan pendidikan non formal yang
diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara
satuan pendidikan  yang bersangkutan  sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

Pengawas Satuan Pendidikan memiliki peran dan fungsi
sebagai supervisor manajerial dan supervisor akademik.

) Parngral 3
Penyiapan dan Pengusulan Calon Pegawas

Pasal 77
(1) Penyiapan ...
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(1} Penyiapan calon Penpawas pada satuan pendidikan yang
disclenggarakan olch Pemerintah Daerah dilakukan melalui

tahap:

a. proveksi kebutuhan;

b. penyiapan dan pengusulan bakal ealon Pengawas;
e. seleksi bakal calon Pegawas; dan

d. pendidikan dan pelatihan calon Pengawas.

(2) Proycksi kebutuhan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul a dilakukan dengan memperhatikan jumlah
Pengawas yang memasuki usia pensiun/mutasi pada jabatan
lain, pembangunan unit sekolah baru, jumlah Satuan
Pendidikan, jumlah Pendidik, kesesuaian jenjang dan jenis
satuan pendidikan.

(3] Kesesuaian jenjang dan jenis satuan pendidikan yang
dimaksud adalah sebagai berikut,

.

k.

pengawas sckolah dengan  bhidang pengawasan TK
diangkat dari Kepala TK;

pengawas  sekolalh dengan bidang pengawasan SD
diangkat dari Kepala SD;

pengawas sekolah dengan bidang pengawasan SMP
diangkat dari Kepala SMP;

penilik dengan bidang penugasan pendidikan nonformal
diangkat dari pamong belajar;

proyeksi kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan
rasio kebutehan berikut;

4 | Bidang Rasio Penpowas denigan :

| Pengawasan Satuan Pendidikan Giuru
% | TK 1:10 1:60
2 I| 5D 1:10 1: 60
3 | EMP 1:7 1:40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Pengusulan bakal calon Pegawas saluan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh:

i,

Kepala Dinas dapat mengusulkan Pendidik pada amum}
pendidikannya untuk  menjudi bakal Iun'lr.:n Pﬂﬂﬂ\j’ﬂh
kepada Kepaln Doerah atou pejabat Pembing kepegawaian
sesund dengan kewenangnnnya; alau

b, Pendidik ...
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b. Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

oleh p:emcrinlah dacrah yang memenuhi persyaratan
seha;—;n_mmna dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat
mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi dan

diklat fungsional bakal calon Penpawas kepada Kepala
Dinns,

Pasal 79

-‘*"I:!L‘hsi bakal ealon Pegowas dilakukan dalam 2 (dua) tahap
vaitu:

. selcksi administrasi; dan
b, seleksi substansi.

Sulck_sil adminisirasi bagi bakal calon Pengawas satuan
pendidikan yang disclenggarakan oleh pemerintah daerah

dilakukan olch Dinas Pendidikan Kabupaten secsuai dengan
kewenangannya,

Seleksi administrasi merupakan penilaian dokumen yang

meliputi:

a. fotokopi jjazah kualiikasi akademik;

b. fotokopi sertifikatl pendidik;

c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir
bagi Pendidik yang diangkat oleh pemerintah daerah;

d. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan
oleh satuan pendidikan;

e. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam
2 [dua) tahun terakhir;
. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait

pengalaman manajerial dan pengalaman akademik dengan
tueas vang relevan dengan fungsi sekolah;

g surat kKeterangan schat jasmani, rohani yang dikeluarkan
" oleh rumah sakit pemerintah atau dokter;

h. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman
disiplin sedang dan berat dar atasan atau pejabat vang
berwenang;

i. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau
tidak pernah menjacli terpidana.

Seleksi substansi dilaksanakan setelah bakal calon Pengawas
iolos scleksi adminisirasi.

Dinas Kabupaten mengajukan bakal calon Pengawas yang
dinyatakan lolos selcksi administrasi untuk mengikuti f-'lr:lekm
substansi kepada LPPKS dengan lembusan kepada Direktur
Jenderal GTK Kementerinn Pendidikan dan Kebudayaarn.

aeleksi substansi merupakan tes potensi kepengawasan vang
dilikukan oleh LPPKS,

Hasil seleksi sulistansi disampaikan [:I.:]:ILPPHR “‘-"P_“"*;“ D_“';Ht‘q'l
Pendidikan  Kabupaten  yang mengajukan bakal caio
Penpawins,

Pasal 80 ...
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Pazal 80

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas diikuti

olch bakal calon Pengawas yang sudah dinyatakan lolos
seleksi subetansi,

Bakal calon Pengawas yang sudah lolos seleksi substansi
F-I'-‘hl:lg.llﬂ.lmann diusulkan olch Dinas Pendidikan Kabupaten
sesuni  dengan  kewenangannya kepada LPPKS dengan

tembusan  kepada Dircktur Jenderal GTK Kementerian
Pendidikan dan Kebudayann.

LPPKS dalam hal melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan
dapat  bekerjasama dengan  lembaga  lain yang
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,

Rerjasama dengan lembage lain harus mendapat persetujuan
dari Dircktur Jenderal.

LPPKS melakukan supcrvisi  terhadap penyelenggaraan

E}e_ndidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga
ain.

Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas dibiayai oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber
lain yang sah dan tidak mengikat.

Bakal calon Pengawas vang dinyatakan lulus Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional Calon Pengawas diberi Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatthan Calon Pengawas yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal,

Bakal calon Pengawas yang dinyatakan tidak lulus diber
kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional Calon pengawas satuan pendidikan
paling banyak 2 |dua) kali.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Calon Pengawas merupakan salah satu syarat mengikuti
proses pengangkatan menjdi Pengawas satuan pendidikan.

Paragraf 4
Proscs Pengangkatan Fengawas Satuan Pendidikan

Pasal B1

Pengangkatan Pengawas dilaksanakan bag calon Pengawas
yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatithan Calon Penpgawas.

Proses pengangkatan calon Pengawas dilaksanakan oleh
pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya
setclah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan
pengangkatan Pengawas.

(3] Tim pertimbangan pengangkatan Pengawas sebagaimana

(4)

dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Ipemcrinmh
daerah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Tim pertimbangan pengangkatan  Pengawas  yang
diselenggarakan oleh  pemerintah  dacrah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur sekretariat daerah,
Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan Kewenangannya.

Paragraf 5 ...
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Paragral 5
Tugns Pokok Pengawas Saiuan Pendidikan

Fasal A2

(1] Beban kerjn Pengawns scpenuhnya  untuk melaksanakan

(2)

{3)

(4]

(1

L]

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

tugas pokok manajerinl dngn akndemile,

I]t:bnrll kerja Pengawas sebagnimana dimaksud pada ayat [1})

t!;crlltugunnku!n!nuk E:cngumhnngknn sckolah dan meningkatkan
utu  sekoln ridasarkan 8 (delapan) sta i

e pan| ndar nasional

Dalam hal terjadi kekurangan Pendidik dan Kepala satuan
pada  satuan pendidikan, Pengawas dapat melaksanakan
tugas pembelajaran  atau  pembimbingan agar proses
pcmb::iujnmr} atau pembimbingan tetap berlangsung pada
satuan pendidikan vang bersanghkutan,

P:ngnlwaq yang melaksanakan tugas pembelajaran atau
pembimbingan sebagaimana dimaksud pada avat (3), tugas
pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas
tambahan di luar tugas pokoknya.

Paragral 6
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pengawas

Pa=al 83

Pengawas harus membuat perencanaan dan melaksanakan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Pengembangan keprofesian  berkelanjutan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pembinaan karir Pengawas dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragral 7
Penilaian Kinerja Pengawas Satuan Pendidikan

Pa=al B4
Penilaian kinerja Pengawas dilakukan secara berkala setiap

tahun.

Penilaian kinerja Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP), perilaku, serta

kchadiran.

Penilaian kinerja scbagnimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai  dengan
kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut hasil:

a. pelaksanaan tugas manajerial;

Iy, pelaksanaan tugas akademik;

¢, pelaksanaan  supervisi  kepada  pendidik  dan lenaga
kependidikan;

d. pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan;

dan
e, Tugas ...
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€. tugns tambahan dj Juar tugns pokal,

(4) Penilainn kinerjn sebagaimana  dimaksu
_ _ ! sucd pada ayat (3)

dilakukan berbasis bukti fisik penin l:uta
slandar nasionnl pendidikan, . g S i

[S) Dalam melaksanakan Penilaian kinerjn sebagaimana

dimaksud pada nyat (1), ay, '
« ayat (2), dan ayat (3), kepala D .
Kabupaten dapat dibantuy oleh sekretarig dim&s! Ry o

. Paragraf 8
Pemberhentian Tugas Pengawas Satuan Pendidikan

Pasal 85
(1) Pengawas dapat diberhentikan dari penugasan karena:
8. mengundurkan diri;
b. mencapai batas usia pensiun Pendidik;
. diangkat pada jabatan lain;
d

. tdak mampu secara Jasmani dan rohani schingga tidak
dapat menjalankan kewajibannya;

¢ dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki keluatan hukum tetap;

. menjadi anggota partai paolitik;
£ menduduki jabatan negara: dan
h. meninggal dunia;

. melakukan tindak kriminal;

J. melakukan tindakan asusila.

(2) Pemberhentian Pengawas satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina
kepegawaian sesuai dengan kewenangannya,

Bagian Keempat
Penilik
Pasal 86
Pendidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat pendidik
dapat diangkat menjadi Penilik dengan syarat:
a. memiliki pangkat gol/ruang 111 C;
b. berusia setinggi-tingginya 50 tahun scjak diangkat sebagai
Penilik satuan pendidikan;

c. memenuhi kompetensi sebagai Penilik satuan pendidikan

- yang diperoleh melalui uji kompetensi atau pendidikan
pelatihan fungsional Penilik pada lembaga yang ditetapkan
pemerintah

d. lulus seleksi Penilik satuan pendidikan;

i idik = -kurangnya 8
rpengalaman  sebagai F'Eﬂdldlk’ sekurang
" ::iilﬂcpnﬂ tahun dan sudah menjadi Kepaln satuan sekurang-

kurangnya 4 [empal) tahun;
[, memenuhi ...

Dipindai dengan CamScanner
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memenubi perayarninn akademik sebogai Pendidik sesuai
dengan pernturan perundang-undangan;

memiliki pendidikan  minimum magister (82) kependidikan

dengan berbnsis sarjona 121 dalam rum '
( £ pun pelajaran yan
relevan) poda Pendidikon Tinggl ternkreditnsi, : i

menguasal teknologi informasi komunikasi,

Doginn Keempat
Tenagn Kependidilkan
Pas=al 87
Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan,

UMa usaha, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar
petugas kebersihan dan penjaga sekolah. e

Tenaga kependidikan dalam A -
berhak mendapatkan: penyelenggaraan  pendidikan

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial vang layak
dan memadai:

b.

.

penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan
kualitas:

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas: dan

e. kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan
fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;

[. mendapatkan tunjangan bagi vang melaksanakan tugas
di daerah khusus,

Tenaga  kependidikan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan
whjib;

. mencplikan supsana  pendidikon vang  bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, movatif, dan
Bermartabat;

b, mempunyal  komitmen  secara  profesional untuk
meningkatkan mutu pendidikon;

c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan
proles:;

d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya kerja;
il

e, mentaatl kelenluan peraturan  perundang-undangan
yang berlalou,

Bagian Kelima

Pengangkatan, Penugasan, Pemindahnn don Pemberhentian

Parogral 1
Umum

Pausal 88 ..,

[ETTRTH T T T TR TR R

e



(1)

(2]

(3

(4]

=)

(1)

(2]

{1)

55

Posal BH

Fung:.:m_gkumn. Penugasan, pemindahan, dan pemberhentian
p::ndl-:lﬂrr: dan tenagn kependidikan pada satuan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal
yang diselenggarakon Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati
dengan memperhatikan keseimbangan  antara penempatan
dan  kebutuhan, yang pelaksaneannya  sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan,

Penggnlgknmn. penugasan, pemindahan dan pemberhentian
pendullk_, drlm_ lenaga kependidikan pada satuan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non foemal
yang {hs.elr:np!gnra]»:an masyarakat, dilakukan penyelengeara
satuan  pendidikan  yang bersanghutan dengan  ketentuan
memperhatikan persyaratan-persyaratan schagaimana
ditetapkan dalam ketentuan peraluran perundang-undangan,

I‘r'ug;lw[gt-mtnn. penugasan, pemindahan dan pemberhentian
pendidik dan tenaga kependidikan schagaimana dimaksud
pada avar (1) dan avat (2), tidak boleh diskriminasi.

J*:I:mmriah‘m sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat
dilakukan dengan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh)

lahu_n beriugas terhitung sejak yang bersangkutan dianghkat
menjadi ASN 1009

Ketentuan lebih lanjut menpenai mekanisme persyaratan
prosedur  pemindahan  tenaga  pendidik  diatur  dalam
Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penugasan

Pasal 89

Penugasan pendidik dan tenage kependidikan pada satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
non formal yang diselenpgarakan Pemerintah Daerah
dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan anak usia dimi, pendidikan dasar, dan pendidikan
non formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh
penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan,

Paragraf 3
Permindahan

Pasal 90

Pemindahan tugas pendidik dan lenaga kKependidikan vang
kedudukannya ASN pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan  dasar  dan pendidikan non formal vang
diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas
usulan Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Pemindahan ...
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Pemindahan tugas pendidik dan tenaga  kependidikan
schapaimana  dimaksid padn ayat (1], dilakukan dalam
rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan, dan
pemerataan lenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan,

Pemindahan tugas pendidik dan tennga kependidikan yang
diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat
dilakukan antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar
kecamatan, maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahan pendidik dan Lenaga kependidikan yang diangkat
n!t-h Pemerintah atau Pemerintah Daerah schagaimana
dmu}:!ulud pada nyat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan
pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di tingkat nasional
maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan vang diangkat
oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun
kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan
berdasarkan Fcrja.nj:ian Kerja atau Kescpakatan Hl:]j&
Bersama.

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yvang diangkat
oleh  Pemerintah atau Pemerintah Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pendidik dan
tenaga kependidikan yang bersangkutan bertugas pada
satuan pendidikan paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun,
kecualt pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di
Daersh Khusus.,

Pasal 91

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pnndidikar._t
non formal vang berstatus ASN  dilakukan oleh Bupati
berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yvang berlaku.

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang
berstatus ASN dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul
Kepala Dinas Pendidikan.

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan
Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Non formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat
yang berstatus Non ASN dilakukan oleh penyelenggara satuan
pendidikan yang bersangkutan.

Paragral 4
Pemberhentian

Pasal 92 ...
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Pasal 92

Pemberhientian dengan hormat lerhadap pendidik dan tenaga
kependidikan atas dasar:

B, permohonan se nelir:

b meninggal dunia;

C. mencapai batas usia pensiun;

d. diangkat  dalam jabatan  lain  pada jenjang  satuan
pendidikan,

Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan

tennga kependidikan, atas dasar:

o hukuman jabatan:

L. akibat pidana penjara berdasa

yang mempunyai kekuatan hy
<. melakukan
undangan;

rkan keputusan pengadilan
kum tetap;

perbuatan pelangparan peraturan perundang-

menjadi anggota partai politik,

Paragraf 4
empatan pada Jabatan Struktural
Pasal 93

£ diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah
U ditempatkan pada jabatan strukiural sesuai
tuan peraturan perundang-undangan.

Penempatan pada

L AVl T
i L

Pengangkatan dan Pen

Pendidik van
Daerah dapa
dengan keten

jabatan struktural sebagaimana dimaksud
i dapat  dilakukan  sctelah  pendidik
bersangkuian  bertugas

sclama 8 [delapan) tahun,

Pendidik  yang  ditempatkan pada jabatan struktural
stbagaimuna dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya
untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjuangan fungsional,
winjangan khusus, don tunjangan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidik  yang  ditempatkan pada  jabatan  struktural
schagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan
kembali  sebagar  Pendidik  dan mendapatkan hak-hak

Pendidik sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

yang
schagar  Pendidik  paling singkat

Hak-hak Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
Berupa tuigangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan
sehesar tunjangan  profesi dan  tunjangan [ungsional
berdasarkan  jenjang  jabatan  sebelum  Pendidik  yang
bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural,

Ketentuan lebih lanjul mengenai penempatan P:ndidjlk pada
jabatan struktural dan pengembalinnnya pada jabatan
Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayal [5) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...
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(2)

(1

(2)

(1)

4]

(1)

(2]

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 94

Penyelenggaraon  satuan pendidikan  wajib membina dan
mengembanghan pendidik dan lenoga Kependidikan
Pembinaan

dan  Pengembangan pendidik  dan  tenaga
kependidikan  pad

A satuan  pendidikan anak usia dini,
pendidikan  dasar,

: dan  pendidikan non  formal yang
diselenggarakan pemerintah

dan  atau masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, meliputi pendidikan
dan pelatihon, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan
pada prestasi kerja dan disiplin.

Pendidikan dan pelntinan pendidik dan tena

SO

#a kependidikan
hnunn duniksud pada avat (8], untuk meningkatkan

sl mengernbangkoan Kemampuan don profesionalisme.

Pasal 95
Pembinaan  dan pengembangan pendidik  dan tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 yang
kedudukannya sebagai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan
peraluran perundang-undangan.
Pembinaan dan pengembangan  pendidik  dan  tenaga
kependidikan pada  saluan pendidikan  anak usia  dini,
pendidikan  dasar, dan pendidikan non  formal yang
disclenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya Non
ASN, dilaksanakan oleh Kepala Dinas,

Pagal 96

Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada
saluan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah
Dacrah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan.

Pembinaan disiphn pendidik dan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat

menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan
yang bersanghkutan.

Bagian Ketujuh
Penghargaan

Pasal 97

Pendidik memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan
sesual dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan
bertugas di Daerah Khusus.

Prestasi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan
tingkal daerah, nasional, dan internasional;

b. menghasilkan ...
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b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang

dinkui pada tingkat dacrah, nasional, dan internasional;
tlan

€. menjalankan  tupas  dan kewajiban  sebagai  Pendidik
{F;-.n].:a.m dedikasi yvang baik schingga melampaui target
kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.

(4] Dedikasi luar binsa aehagnimana dimaksud pada ayat (1)

dapat  berupa  pelaksanann tugas dengan  komitmen,
Pengorbanan  wakiu, tenaga, dan pikiran  yang jauh

melampaui tuntulan tanggung jawab yang ditetapkan dalam
PENURASAN,

Pasnl 98

(1} Penghargaan kepada Pendidik dapat diberikan dalam bentuk

(2)

landa jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar hiasa
baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan
bentuk penghargaan lain.

Penghargaan kepada Pendidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan pada tungkat satuan pendidikan, desa
atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi,
nasional, dan internasional.

{3) Penghargaan kepada Pendidik dapat diberikan dalam rangka

(4)

(5]

(6}

memperingati ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia,
ulang tahun provinsi, ulang tshun kabupaten atau kota,
ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional,
hari Pendidik nasional, dan hari besar lain.

Penghargaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan aleh Kepala satuan Pendidikan, Kepala Desa,
Camat, Bupati atau Walikota, Gubernur, Menteri, Presiden,
dan Lembaga Internasional.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian penghargaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 99

Pendidik vang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan
tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi 1 {satu) kali selama masa kariernya sebagai pendidik.

(1)

[4)

Pasal 100

Pendidik yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan
memiliki  hak untuk  mendapatkan  penghargaan  sesuai
denpan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghargaan  kepada Pendidik yang pugur sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dapat diberikan oleh Pemerintah,
Pemerintah  Daeral, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan
satuan pendidikan,

{3 Permnerintah ..
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[4]

{4

(1]

(2)

(3

{1

—

(2]

(-3

L1

(2)

(3)

G}

Pemeri
rl1f1|:;'1r'luli1i‘::1::m IL:;.]".'""EH atnu pemerintall kotn wajib
v pemnkaoman dan hinya perjalanan untuk

:I:.‘lelk:lll'lrlll. Pendidik yong gugur di Daerah Khusus,
clentunn  lebilh I :
selngnimnnn :Jirrmltr:l.l:ljtllu nuangl Pendidlk yeng gugur

clintur l_I.L-Ill:rhl !‘l:rn'lurnll :‘;:::;’:"?I}'M “ll SRR o I'EI

Bagian Kedelapan
Promaosi

Pasal 101

mfiﬂkﬂunﬂk”" tugns keprofesionalan, Pendidik herhalke
patkan  promosi sesuni dengan tupas dan prestasi

Dialam
micndn
kerjn.

Promasi

stbapai i BT
kcnaikﬂ_“ diaimans dImEI]'{H'I.][E Pndu ayat ”' mﬂ]lp'l.lﬁ

pangkat dan kenaikan jenjang jabatan fungsional;

Memperoleh materi Juar bi
1asa dalam melakukan proses
tersebut, g

ol Bagian Kesembilan
Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi oleh Pendidik
kepada Peserta Didik
Pasal 102

Pendidik memiliki kebebasan memberikan penilaian  hasil
belajar kepada peserta didiknya.

F'n:nilar'mn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur
dengan peraturan perundang-undangan,

Pendidik 1kul menentukan kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Paszal 103

Pendidik  memiliki  kebebasan memberikan  penghargaan
kepada peserla didiknya yang terkait dengan prestasi
akademik dan prestasi non-akademik.,

Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi  pencapaian  istimewa peserta didik dalam
penguasaan satu atau lebh mata pelajaran atau kelompok
mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan
patut diteladani untuk kelompok mata pelejaran agama dan
akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian.

Prestasi non-akodemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan
ekstra kurikuler,

Pasal 104 ...
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(1) Pendidik memiljj;

(2]

{4

(n

(2}

(3)

Ry

12)
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Pasal 104

e kﬂhnh
peserta didikn a A%an e : .
kesusilaan, nnyrm Yang mejan Mberikan  sanksi kepada

BBAT normp
l-dﬂk ; ! an ARATMA, norma
11 Ertu"“,”—'{ﬂﬂﬁ d“ﬁmnk v Peraturan tertulis maupun
saluan  pendidikan, g 20 Pendidik, peraturan tingkat

dl-l Iﬂm Fﬂ O5eg I: o “-tul fn
o pe Fh'!!!.' ] FE rune E]‘]H-— n{l,ﬂnggﬂ
ki,l\.’f_‘,nﬂuﬁﬂn I‘J!r’B, 1 J n }rﬂnﬂ bﬂrﬂdL dlil hﬂ.w h
' a

Pelanggaran t::r'nmlup pe

dilakukan  oleh ieli
: Peseria  gjd: pendidikan yang
berada di luar kew ik yang  pemberi ; |
kepada pemimpi “Wenangar, F‘f:miidi.kI Lils <5ini ke
PEIIMPIN satyan pendidikay, SORRCSR Rl

Taturan saiyan

v E;:Eiﬂﬂ Kescpuluh
ukum dalam Melaksanaka
e n 'TLU- 3
dan Hak aas Kekayaan Intelekiyal 3
Pasal 105

Pendidik berhak m
endapat  perlindungan  dalam
rclalksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan
eselamatan dari IP:merimah, Pemerintah Daerah, satuan
pendidikan, organisasi profesi pendidik, dan masyarakat
sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Rasa aman d&," jaminan keselamatan dalam melaksanakan
tugas ‘scbagmmana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
pendidik melalui perlindungan:

a. hukum:

b. profesi; dan

Perlindungan

¢. keschatan dan keselamatan kerja.

Masyarakat, organisasi profesi pendidik, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam
memberikan  perlindungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)

Pasal 106

Pendidik bernak mendapatkan perlindungan hukum dari
tindak  kekerasan, ancaman, perlakuan  disknminaui,
intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik,
orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak
lain.

Pendidik berhak mendapatkan p:rlintlupgan pml’esi_ terhadap
pemutusan  hubungan kerja yang lidak sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan, thhﬁnan
imbalan yang tidak wajar, pembatasan dqlnm menyampaikan
pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan T?E;ﬂfﬂn
atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dalam

melaksanakan [UEas. Pasal 107 ...
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Pasal 107
pendidik memperoleh ey

li
ptas leknynnn intelekiyg) llduh“"” dnlam melaleannakan hak

AN
!;.nrl.|r'|t1|'|ni-':*klt1'=|ﬂn|:;m|, M denpgan ketentisan peraturan

[!Fl ]ET
Akses Memanfantkan Eﬁm:_lﬁt:a:he!m

A dan Prasarana Pernbalajaran
Paanl 108
(1) Pendidile berhnk Memperoleh akges memanfaatkan sarana
d“"dfé?t::::‘mnu FE;'ﬂhE]Fjjnr“n yang disedinkan aleh -.vmrunn
en v pen : P R
Ean I‘cmnrinlﬁ.yc tnggara pendidikan, Pemerintah Daerah,

12) [}n\nm_mcmnn_iaalk&n sarana dan prassrana pembelajaran
Hbafualmana dlmnkmfd pada ayat (1) Pendidik wajib mentaati
E:::E;r e|£nmgga r};ﬂnﬂ dél_féti;;];m oleh satuan pendidikan,

pendidikan,  Pemeri
Painerintah Fintah Daerah, dan

Eﬁg_"tan Kedua Belas
Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Pendidik

Pasal 109
(1) Pendidik _memiliki kebebasan untuk berserikat dalam
Organisasi Profesi Pendidik.

(2) Kebebasan untuk  berserikat dalam Organisasi  Profesi
Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses
pembelajaran yang menjadi tanggungjawabnya.

(3] Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota
organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tdak
mengganggu tugas dan tanggung jawab.

(4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan
kemampuan profesionalitas.

Bagian Ketiga Belas
Kebebasan Berperan dalam Penentuan Kebijjakan Pendidikan

Pasal 110

(1) Pendidik memiliki kesempatan untuk berperan dalam
penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:

a. satuan pendidikan;
b. kabupaten;

¢, provinsi; dan

d. nasional.

i2] Kesempatan untuk berperan dalam pepentuan kebijakan di
tingkat satuan  pendidikan sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1] hurufl a meliputy

0. penyusunan ...

CpIndal dergan CamSearna:
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. pﬂﬂ}rusurlﬂn kur-tk > :
ul '
silabusnya; um tingkal satuan pendidikan dan

b, penetapan

. kﬂ!uﬂdﬂf
pendidikan;

pendidikan  di  tingkat satuan

PERYUSUNAN rencana strategia;

PENYampaian peneda pat menerima
pertanggun

ek atau menolak laporan
‘aban anppars
sekolars ERaran da

n pendapatan belanja

PENYUsSUnan anggaran tahunan satuan pendidikan;

perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru:
B perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan
Pendidikan  sesuai dengan  ketentuan

FJ':TEtUI'EI.H
perundang-undangan; dan
h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
13)

Kl:setnpatan I:In'{:lll‘li berperan dalam penentuan kebijakan
pendidikan di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi saran atau pertimbangan
tertulis ataupun lisan dalam:

4. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang
pendidikan;

b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; dan

c.

kebijakan operasional pendidikan daerah.

Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] disampaikan baik secara individual,
kelompok, atau melalul Organisasi Profesi Pendidik, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(]

Bagian Keempat Belas
Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik,
kKompetensi, dan Keprofesian Pendidik

Pasal 111

Pendidik  memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan
meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya, serta

untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam
bidangnya.

Pasal 112

(1) Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi
Pendidik yang belum memenuhi kualibkasi 3-1 atau D-1V
dilakukﬂﬂ- dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan
pﬂmndﬂng-undangﬂn,

(2} Pendidik yang sudah memenuhi kualifikasi 3-1 atau D-1V
dapat melalulan pengembangan dan peningkatan kualilikasi
akademik lebih tinggi dari yang ditentukan.

{4} Pengembangan ...
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(3) Pengembangy

(4]

(1)

(2)

(3)

Pengembangan  dan B
kﬂn‘lgprtcnui, dan keprolesian Pendidik ole

Jabatan sebagaimana dimaksud

G4

BEN cap
yang belum sy Ptninpks
milik; Aatan | : ;
rangka memenyp; »:L' Feriifikay PE‘:}“;I_P'E_tcn;.. bagi pendidik
avat (1), Clentugp F_“-t'd"k dilakukan dalam
i

Mmana dj
F‘:\-'HECT'I'III}H“HHH ditin = maksue dalam
n

VANR sudah meni:

miil .
rangka mMenjugn o
dengan  perkem)
budaya, dan

Bkata
I'Tiﬁkmn Ifmm_fmr_-nni bagi Pendidik
'k:m]"”k elilakukan dalam
-Em&:smnnya tetap sesuaj
- - Betahuan, teknalogi, S,
menntah dan Pemerinin
untuk PEngembangan tlan Dacrah
dan kompetens;

(31, dan ayay (4],

h menyecdinkan
Peningkatan kualifikas;

1 ANgEaran
Sehagaimang dimaksud pada ayar

akademile
(1}, ayat

i kompetensi idi
m petensi  Pend
aksud dalam Paga| 112 ayat (4) ﬂil:ﬁugi
: pengembangan keprofesian
ulan - . L
aneka kredit jabatan fungsiona, kan dengan  perolchan
cgiatan :
Sﬂ?agaim:;s:m;imzﬁffhh;ng“ kredit jabatan fungsional
sekurang-kurangnya mnlall:::i:a SR ipstateh " Pendidic

a. kegiatan kolektif Pendidik i
i :
dan keprofesian Pendidik: R T R A e
b. pendidikan dan pelatihan;
pemagangan;

publikasi ilmiah atas hasil neliian atau gaga
inovatif; P " =

e. karva inovatil;
f. presentasi pada forum ilmiah;

g. publikasi buku teks pelajaran vang lolos penilaian oleh
Badan Standar Nasional Pendidikan:

h. publikasi buku pengayaan,
i. publikasi buku pedoman Pendidik:

j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus

dan pendidikan layanan khusus; dan

k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai Pendidik
yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan dan
pengembangan keprofesinn  Pendidik b’l‘-‘l"kl:‘].tl.['ljjl.,ll.ﬂ.n
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 114

Kualifikasi  Akademik,
poningeatat b Pendidik Oalam

Jdalam Pasal 112 dan Pasal 113
kan tugasnya.

dilakukan dengan tetap melaksana Bagian ...
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Bagian Kelima belas
Cuti
Pasal 115

(1) Pendidik dapal memperoleh cui studi atau tugas belajar

untuk pengembangan ke i i
profesian, paling lama 6 [enam) bulan
dengan tetap memperoleh hak gaji ;F-.-euu]ﬁ. ! !

(2) Cutn studi sebagaimana dimaksue d
S iz 8 pada ayat (1) dapat
diberikan kepada Pendidik yang telah memenuhi Kualifikasi
Akademik dan telah memiliki Sertifikat Pendidik.

(3] Cuti studi scbapaimana dimaksud pad .
oleh Pendidik untuk: sud pada ayat {1) digunakan

a, penelitian;

b. melanjutkan pendidikan jenjang S2 atau S3;
c. penulisan buku;

d. prakuk kerja di dunia industri atau usaha yang relevan
dengan tugasnya;

pelatinan yang relevan dengan tugasnya;
pengabdian kepada masyarakat; dan

g. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif
sendint.

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untk
pengembangan keprofesian sebagaimansa dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

[5) Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan bagi pendidik
vang mendapat tugas dari instansi atau lembaga di luar
kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 116

Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemenntah Daerah berhak
mendapat liburan sermester atau liburan I\E.Enm.'r_w."l kelas selama
12 (dua belas) hari kerja sebagai pengganti Cuti Tahunan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangar.

Bagian Keenam Belas
Beban Kerja
Pasal 117
{1) Beban kerja Pendidik mencakup kegiatan pokok:

a. merencanakan pembelajaran;

b. melaksanakan pembelajaran;

o menilai hasil pembelajaran;

d. membimbing peserta didik;

e melatih peserta didik; dan

[ melaksanakan [UBAS tambahan Yyang melekat pad:a
. prlaksanaan kegiatan pokok sesudal dengan beban kerja

Pendidik.
{2) Beban ..,
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a g:l?:z ::Rnpc.:gfk "“,"“P.annn dimaksud pada ayat (1)
i chuhi 24 (dua puluh em at) jam tatap
muka dan paling banyak 4 pat}

O {empat puluh ka
dalam | : pat puluh) jam tatap mu
andidiknn ‘5:1'4! ""“S'K.“ pada  satu atau lebih satuan
pe : Yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau
Pemerintah Dacrah, n Feme

(3) Pemenuhan beban ke
jam tatap muka dan pa) bany
tatap muka dalam | i g
pada ayat (2) dilaksa i
sedikit 18 (delapan’ bela) . :;aktga dengan ketentuan paling

t p muka dalam 1 (satu)
minggu pada satuan pendidik -
Pendidik Tetap. pc an tempat tugasnya sehagai

Pasal 118

(1) Beban kerja Kepala satuan pendidikan setara dengan 24 (dua
pgluh crnpatll Jam tatap muka per minggu atau membimbing
150 (seratus lima puluh) peserta didik,

(2) Beban kerja Wakil kepala satuan pendidikan yang
memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan
adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1
(satu] minggu atau membimbing 75 (tujuh puluh lima) peserta
didik bagi Wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari
Pendidik bimbingan dan konseling atau konselor.

(3) Beban kerja guru kelas satuan pendidikan minimal 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka per minggu.

(4) Beban kerja kepala laboratorium/perpustakaan satuan
pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap
muka dalam 1 (satu) minggu.

{5) Beban kerja Pendidik bimbingan dan konseling atau konselor
yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan
adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit
150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu
atau lebih satuan pendidikan.

(6) Beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan
terpadu yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat
tambahan adalah paling sedikit 6 [enam) jam tatap muka
dalam 1 (satu) minggu.

(7) Beban kerja Penilik satuan pendidikan, P_cnilik mata
pelajaran, atau Penilik kelompok mata gclagamn daleun
melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional
Pendidik dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling
sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka
dalam | (satu) minggu.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang beban ke!-jn Penilik vang
ekuivalen dengan 24 (dua puluh en_'Ipall jam tatap mul_ca
scbagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menten.

Bagan ...
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Bagian Ketujuh Belas
Tugas dan Tangzung Jawzab

Pasal 119
1) Repalz satuan menengah pertama dalam melaksanakan tugas
fom tpngrung 2weD dibaniu alsh Wakil kepala satuan sesusd
Kebutunas satuan pendidilon

[ 2

fad

a
=l

{1}

i

o

[1}

Walks] kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
salu Wakn xepala satuan untuk sampai dengan 9 rumbel,
Cua wak untuk 18 rumbel, tiga wakil untuk lebih dan 23

i

Nepala sstusn pendidikan, Kepala satuan Pendidikan SKB
an pengtca FRAM berianggung fswab atas penyelenggaraan -
StTalan ponditikan. administrasi,. membina pendidik dan
reniaga  Pendidikan, mendavegunakan serta  memelihara

SaTa=o fdg

2T2NE CaT prasamana pendidikan,

hepale satuan pendidikan. Kepela satusn Pendidikan SKB
Can Pengelola PX3M benanggung jawab atas pelaksanaan
Program  wajib  belazjar pada satuan pendidikan vang

il Tl .
dipisapinnva.

nepala satuan pendidikan mendorong terlaksanannya budava
Iterasi bagl peserta didik.

Pasal 120

Pertanggpungiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
zyat (3) dan gyat (4) disampaikan secara periodik kepada
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mzkonisme don it cara pertanggungawaban ssbagaircana
cimeksec eyt (1) dilakukan sesusi dengan peraturan

srindeng-ungansen vang berlaku,

Pasal 121

| Hepale samuan Pendidikan/PKBM wajib melarang segala

Lenluy promos: basang dan jasa di lingkungan sckolah atau
t=mpar belajar mengajar vang cenderung mengarah kepada
Eomersialisasi pendidikan.

| Hezale setuan Pendidikan/PKBM wajib melargng kegatan

]

vunyg Canggap merusak coitra sckolah dan demoralisasi
neserty didik

Pasal 122

Fepala satuan Pendidikan SKB dan Pengelola PRBM wajib
mewujudkan  kondisi  kerja  yang  kondusif  bam
terselenpparanya kegiatan belajar mengajar dan mendorong
terlaksananya program usaha keschatan sckolah dalam
rangka terciptannya kawasan sckolah yang bersih, aman,
nyaman, hijuu dan warga sekolah yang bersih, tertib schat
dan kekeluargaan.

(21 kepala ...
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(2} Kepala satuan Pendidikan wajib melaksanakan program
usalin kesehatan sckolah yang merupakan wahana belajar
mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat,
derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan
yvang schat  sehingga mendorong  perturmbuhan  dan
perkembangan peseria didik yang hormonis dan optimal,

() Kepala satuan Pendidikan SKB dan Pengelola PKBM wajib
melarang dan menpawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga
kependidikan terhadap penggunaan makanan atau minuman

IJC‘Il'Fllkﬂhﬂ] dan penyalohgunaan zat adiktif, narkotika, serta
psikotropika,

Pasal 123

(1} kepala  satuan  yang tidak menjalankan  kewajiban
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122
dikenakan sanks: administratiil berupa:

a, teguran lisan:
b. teguran tertulis; atau
¢. pemberhentian dari jabatan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.

BABV
PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Bahasa Pengantar

Pasal 124

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan scbagai bahasa pengantar
dalam proses pembelajaran.

(2] Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses
pembelajaran  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan dalam scluruh jenjang pendidikan.

(3] Selain Bahasa Indonecsia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bahasa Daerah dapat digunakan ‘se'fmgl,m bahasa
pengantar di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau
bentuk lain yang sederajat pada tahun pertama dan kedua
untuk mendukung pembelajaran.

(4) Selain Bahasa Indonesia schagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bahasa Asing dapat digunakan scbagai bahusp pengantar
untuk mendukung kemampuan berbahasa asmg pescria
didik.

Bagian Kedua
Kurikulum
Pasal 125

Satuan Pendidikan menyusun, merencanakan, Iir.i:m
melaksanakan kurikulum sesuai dengan peraturan peruncang
undangan yang berlaku,

Pasal 126 ...
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Pasal 126

(1) Satuan Pendidikan wajib  menyusun, menyelenggarakan,

{2)

)
(4)

(3)

(6)

(7]

(1)

(2)

(3

(4]

(1)

mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum muatan lokal

zung :csuni dengan karakteristile potensi dan keunggulan
acrah,

Satunn  Pendidikan wajib  menyel
i velenggarakan nguatan
pendidikan karakier. ™ s

Satunan Pendidikan wajib menyclenggarakan Literasi Sckolah.

Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan Anti
Korupsi,

Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Kegiatan Extra
Kurikuler atau pengembangan dird,

ilfurik'l.lllum muatan lokal, pendidikan karakter, pendidikan
literasi, pendidikan anti korupsi, dan pendidikan anti narkoha
sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3], ayat (4} dan
ayat {5) dikembangkan sesuai karakter dan potensi daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum muatan lokal,
pendidikan karakter, pendidikan literasi, pendidikan anti
korupsi, dan pendidikan ant; narkoba sebagaimana dimaksud
ayat [8) diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesalu
Warga dan Masvarakat

Paragraf |
Hak

Pasal 127
Warga dalam penvelengparaan pendidikan berhak:
a. memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu; dan
b. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat,

Warga yang memiliki kelainan fisik, mental, emodsional, dan
mengalami hambatan sosial berhak memperoleh layanan

khusus.
Warga yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
berhak mendapatkan layanan khusus.

Warga di wilayah terpencil, mengalami bencana alam, dan
bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan

khusus.
Pasal 128
Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

a. berperan  serta  dalam  perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;

b, menyelenggaralkan satuan pendidikan; dan

¢. mengarahkan ...

Dipdndal dongan CamEcanncr



70

¢. mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi,
mengkoordinasi,  memantau,  mengevaluasi  dan
mengendalikan satuan atau program pendidikan yang
dintur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggarnan pendidikan oleh masyarnkat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan transparan,
akuntabel dan bermutu.

(A Penyelenggarann satunn pendidikan schagaimana dimaksud

pada avat (1) huruf b dilakukan melalui badan hukum yang
bidang pengembangannya berorientasi pada pendidikan.

(1) Pelaksanaan supervisi schagaimana dimaksud padn ayat (1)

hurul ¢ hanva dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragral 2
Kewajibon
Pasal 129

(1) Warga dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

wajib:

a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan;

b. mencipiakan dan mendukung terlaksananya budava

belajar, literasi, dan karakter; dan

e. memberikan dukungan dalam penguasaan, pemanfaatan,

pengembangan iimu pengetahuan dan teknologi, sem dan
budaya.

12} Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢

dilakukan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
Lrdangart

Bapun hedua
Orang Tua
Poragraf 1

Hak
Pasal 130

Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

.

memilih satuan pendidikan sesuni dengan minat dan bakat
anak; dan

i i lidikan unak

h informasi perkembangan pefi n
fjti-rrz::r{::i:np;rhmiknn kondisi riil perkembangan diri, iman,
dan moralitas anak, "
i dimaksud pada huruf a dan huru

::I{fllam ﬁﬂ’?:::m ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Paragrafl 2
Kewnjiban
Pasal 131

Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:

a. melaksanakan ...
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(1)

(2]

(3

7l

pendidikan  pertama dan utama dalam

pendidikan anak;
yang kondusif di lingkungan

melaksanakan
keseluruhan proscs
menciptakan suasana belajar
rumah atau keluarga;

bekerja sama dengan pihak sekolah
menunjang kemajuan p{*mhdlknn anak;
memberikan  kesempatan
seluas-luasnya kepada anak;
memberikan kesempatan  berfikir dan berekspresi kepada
anak sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;

memberikan rasa aman kepada pendidik dan tenaga
an satuan pendidikan di lingkunganny:d,

atau pendidik demi

memperalch pendidikan  yang

kependcicik
mendidik anak sesuai kemampuan dan minat anak; dan
kelangsungan  pendidikan anak  sesuai

kemampuan, kecuali dalam hal orang tua tidak mampu maka
pembiavaan kelangsungan pendidikan menjadi tanggung
juwab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

membiavai

Bagian Ketiga
Peserta Didik

Paragraf 1
Hak

Pasal 132
Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran
dalam rangka pengembangan pribadi sesual dengan bakat,
minat, kecerdasan, dan kemampuannya.

b. mendapatkan pendidikan agama scsuai dengan agama
yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang

seagama.
mendapatkan kesempatan program Inklusi bagi yang
memiliki kebutuhan khusus.

d. mendapatkan pendidikan yang berfungsi untuk:
1. meningkatkan kemampuan rasional;

2. meningkatkan  atau memperdalam  pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan penghayatan iman sesuai
agama vang dianut, tanpa diskriminasi;

¢ memperolch penilaian hasil belajar.

Peserta didik yang berprestasi secara akademik dan non
akademik berhak mendapatkan beasiswa dan atau bantuan
hiaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau

masyarakal.

Pescrta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikan, berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

(4) Setiap ...
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{4) Setiap peserta didik dapat pindah ke program pendidikan

antar satuan pendidikan pada jenjang pendidikan vang sama
sesual ketentuan yang berlaku. _

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 133

Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:

.

(1)

(2]

(3

(1)

memiliki idm:-ti_ms scbagai peserta didik yang dikeluarkan aleh
satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan, atay
pemerintah pusat; :

menjaga norma, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku

untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan
pendidikan;

memclihara  sarana  dan  prasarana  serta kebersihan,
ketertiban, dan keamanan satuan pendidikan:

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
instrumen hukum lainnya dari satuan pendidikan,

BAB VII
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 134

Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
pemerintah, pemerintah daerah, dan masvarakat,

Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip
keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan
akuntabel.

Penyelengara dan  pengelola satuan pendidikan  wajib
mendavagunakan dana  pendidikan, guna menjamin
kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidilan

Pasal 135

Dana Pendidikan satuan Pendidikan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Dacrah dapat bersumber dari:

a, anggaran pendapatan belanja daerah [APBD);
b, bantuan pemerintah atau pemerintah provinsi;

¢. sumbangan masyarakat dan dunia usaha yang tidak
mengikat,

d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di
luar peserta didik atau orang tua atau wali;

e, bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
{. sumber ...
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(3

(4)

(1

{3

(4]

(5)

73

. sumber lninnya yang anh.

Dann pendidikan satuan pondidiknn yang diselenpggnrakan

oleh penyelenggnrn wion sntunn pendidikon yang didicikan
masyarnkal dopat bersumber dari;

n. bantusn  dori penyelenggara atau satunn  pendidikan
vang bersangkunnn;

bantuan dari pemerintah docrah, pemerintah  provinai,
mau pemerintaly pusal;

sumbangnn manyarakal don dunin  usaha yang tidak
mengikat;

. bantuan dan pemongku kepentingan satunn peodidilkan di

luar peserta didik atau ormng tua atau wali;

bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
sumber lainnyn yang sah.

= 0

Dana pendidikan yang bersumber dari sumbangen orang tua
atau wali dilnkukan berdasarkan musyawarosh don rrufakat
secara  sukarela, dengan memperhatikan kondisi deacrah,
kondisi satuan pendidikan, kondisi orang tua atau wali, dan
kondisi ekonomi yang sedang berlangaung.

Ketentunn  lebih  lanjut  mengenai  dana  pendidikan

schagaimana dimaksud ayat (3) dintur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 130

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan
sebagaimana diatur dalam pasal 31 l.lndlng-l.lnﬂa:rll Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, paling rendah 20%

(dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) murni,

Anggaran pendidikan scbagaimana dimaksud pada ayat (1.
ulginga gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Pemerintah  Daerah  wajib mengalokasikan dana  darurnt
untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan
pendidikan  yang diakibatkan wabah, bencane alam, dan
bencana sosial.

Pemerintah Dacrah dapat mengalokasikan anggaran untuk
satuan  pendidikan  yang diselenggarakan pemenintah dan
pemerintah dacrah.

Pemerintah dun  pemerintah  doerah dopat  membantu

pnggaran  dana  untuk  soluan pendidikan  yang dikeloln
manyarakit

Pasod 137 ..
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Pasal 137

(11 Pemerintah Daerakh wnjily menyediakan ANEEATHN
penyelengearnan pendidikan pra sekolah,

(£} Pemerintah  Daernh  wajil iayai
i eral Ji  membiayai nyelenggaraan
pendidikan pada Jenjang pendidikan dasar, B R

% P

rtF;1=|::n}n+x|1 penyelenggaraan  pendidikan schagnimana
dimaksud pada ayat (1) dan aynt (2) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undanpan,

(3

Paragrafl 2
Pengelolnan Dana Pendidikan

Pasal 128

i1) Pcmvri!uah Dacrah  berwenang dalam pengelolaan  dana
pendidikan vang berusal dari APBD L pun APBN,

(2) P:_mn:rmtah Daerah  melimpahkan wewenang sebagaimana
dimaksud pada avat (1) kepada Dinas Pendidikan dan
Kabudayaan terkait dalam perencanaan, pelaksanaan
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban s::rt.::
pengawasan keuangan pendidikan.

(3} Satuan pendidikan vang disclenggarakan pemerintah Daerah

b\-_-m'cnanlg mengelola dana  pendidikan yang menjadi
tanggungjawabnya.

(#) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta
badan hukum penyeclenggara satuan pendidikan berwenang
mengelola dana pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.

(5} Sctiap pengelola dana pendidikan sebagaimana dimaksud
pada avat (2}, avat (3), dan ayat {4), dilaksanakan berdasarkan
prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
publik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengatur mengenai jangka waktuy,
penavsalnan, pelaporan, dan perianggungjawaban
pengelolasn dane pendidhikan khususnya pembiavaan
operasienal  dan personal  untuk  sawan  pendidikan,
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2) dan ayat (3)
digtur dengan Peraturan Bupati,

BAB VIII
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Hagian Kesatu
Dewnn Pendidikan
Pasal 139

{1} Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat
dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi
perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan,

(2) Dewan Pendidikan sebagoaimana dimoaksud pada avat (1)
sehapai lembaga mandiri berkedudukan di ibukota Kabupaten
Banyuasin .

(31 Anggota ...
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(3} Anggota Dewan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(%) Pemerintah Dacrah memilih dan menctapkan anggota Dewan

Pendidikan atas dasar usulan dari panitin pemilihan anggota
Dewan Pendidikan, '

15) Panitia pemilihan mengusulkan
paling banyak
Pendidikan

kepada Pemerintah Daerah
11 (sebelas) orang ealon anggota Dewan
Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari:

8. organisasi profesi pendidik;

b. organisasi profesi lain: stau
€. organisasi kemasyaraka.an.
Paszal 140
11} Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuasin berperan sebagai:

4. pemben  perumbangan dalam rangka penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan:

b, pendukung, haik yang berwujud hnansial, pemikiran,
maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan:

t. pengontro |, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;

i

mediator antarn Pemerintah Dacrah dan DPRD defigan
masvarakat.

(2} Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut:

a. mendorong tumbuhrya perhatian  dan  komitmen

masvarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu;

b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan
atau organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan
dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermuru:

. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan

berbagar kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh
masvarakat;

d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi
kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:

|. kebijakan dan program pendidikan;
2, kriteria kinerja dacrah dalam bidang pendidikan,

3, kriteria tenaga kependidikan, khususnya Pendidik
dan Kepala satuan pendidikan;

4, lkriteria fasilitas pendidikan; dan

&

hal-hal lain vang terkait dengan kependidikan;

6. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisifasi
dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu
dan pemerataan pendidikan.

7. melakukan ...
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(4

(1

(2)

(3)

(1}

(3]

(4)

T melnkukan evalinsi  dan pengnwnsan  terhadap

kebijnkan, Progrim, penyelenggnrnan, dan keluaran
perdidikan,

Dewan pendidikan meq

"an alankan fungsinyn seearn mandiri dan
profesional, '

Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan
membetikan  rekomendnsi kepadn  Pemerintah Daerah

terhadap  keluhan, saran, kritil, dan napirosi masyarakat
terhadap kependidiknn,

Paanl 141

Reanpgotnan  Dewan  pendidikan  terdiri atas
Berasal dari:

tokoh vang
i, pakar pendidikan:

b. penyelenggarn pendidikan;

penausaha;

organisasi profesi;

L

pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;

R

pendidikan bertarafl internasional;
pendidikan berbasis keunggulan lokal: dan
h. oragnisasi sosial kemasyarakatan.

Susunan  Kependidikan Dewan Pendidikan sckurang-
kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.

Masa jebatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima)

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

I;!'.'.

Bagian Kedun
Komite Sekolah

Pasal 142

Komite Sekolah merupakan wadah peran serta masyarakat
dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliput:
perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan
pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
dan pendidikan Non Formal.

Komite Sekolah berperan memberikan pertimbangan, saran
dan dukungan tenngn, prasamna dan sarann serta
[N A WA SN penyelenggarann . Pcndir.’ii.kuu pada :H:MILmu
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
non formal.

Kuite Sekoluh pada satvan pendidikan anak usia dini,
pendidikan  dosur, bersiful mnoedicn dan tidak  mempunym
hubungan hirarkis dengan pemenntal, Pemenintaby Dacrah,
dan Dewan Pendidikon

Komite Sekolah wajib dibentuk pada satu sauan pendidikan
jormal dan non lormal,

(5] Repenpurusan ..

Dipdndal dongan CamEcanncr
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(50 K
“Pengurusan  dan keanggotann komite scsuai dengan

Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

& Tt ;
18) Masa jabatan komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih

(7)

(1)

(<)

(3)

(1)

£

{(3)

\
4)

5)

16)

kembali dalam satu (satu) kali masa jabatan.

Dal :
alam  pengambilan keputusan, Komite Sckolah wajib

mengkoordinasi :
didin asikan dengan seluruh orang tua/ wali peserta

Pasal 143
Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan,

Komite Sckolah he .
rf .
pendidikan ungs:  dalam  peningkatan  mutu

::ml':: Et?‘ifmlah menjalankan fungsinya secara gotong royong,
moxrats, mandiri, profesional, dan akuntahel.

Pasal 144
Dalam melaksanakan fungsi, Komite Sekolah hertugas:

a. memberikan  pertimbangan  dalam penentuan  dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan
program Sckolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggeran Seckolah
(RAPBS/RKAS), dan kriteria Kinerja Sekolah.

b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya
dari masyarakat baik perorangan/organisasi/ dunia
usaha/ dunia industri maupun pemangku kepentingan
lainnya melalui upava kreatif dan inovatif;

¢, mengawasi pelavanan pendidikan di satuan pendidikan
sesual dengan keténtuan peraturan perundang-undangan;
gan

d. menindaklanjuti keluhan, saran, Kritik, dan aspirasi dari
peseria didik, orangtua/wali, dan masyarakat.

Anggota honute Sekolan terdin atas unsur orang tua/wal
peserta didik dan tokoh masyarakat.

Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua,
sekretaris. bendahara, dan anggota yang dipilih  secara
e uey mwarsh mufskat melalui pemungutan suara

Peppuras omite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sckolah

Vomite Sekoinh vang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah
Larus meiyusudn angearan dusar dan angearan rumah tangga
{AD) dan ART)
AD dan ART paling sedikit memuat hal-hal:
nama dan tempat kedudukan;
h. dasar, tujuan dan kegiatan;
c. keanggotaan dan kepengurusan;
d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;

¢, keuangan,
[. mekanisme ...

Uiginslai denuan CarSeanmne
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(5) Kepengurusan dan  keanggotann  komite sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

16} Masa jabatan komite adalah 3 tiga) tahun
kembali dalam satu [satu) kali masa jabatan.

l?} Dalam FE“EHMBi‘Enn keputu . -
menglkoordinasikan putusan, Komite Sckolah wajib

dengnn sel :
didik, gan scluruh orang wa/ wali peserta

dan dapat dipilih

Pasal 143
(1) Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan,

(2) Komite Sckolah berfungsi
pendidikan,

I3} Komite Sckolah menj
demokratis,

dalam peningkatan mutu

enjalankan fungsinya secara gotong royong,
mandiri, profesional, dan akuntabel,

Pasal 144
(1) Dalam melaksanakan fungsi, Komite Sekolah bertugas:

. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan
program Sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah
(RAPBS [RKAS), dan kriteria kinerja Sekolah.

menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya

dari masyarakat baik peroranganforganisasi/ dunia

usaha/ dunia industri maupun pemangku kepentingan

lainnya melalui upaya kreatif dan inovatf;

¢, mengawasi pelayanan pendidikan di satuan pendidikan
sesudl dengan ketooiuan peraturan porundang-undangan;

dan

d. menindaklanjut keluhan, saran, kntik, dan aspirasi dan
peserte didik, orangtua/wali, dan masyvarakat.

{2} Anggota homile Sekolah terdini atas unsur orang tua/wal
peserta dicdik dan tokoh masyarakat,

i3] Susunan kepengurusan Komite Sekelah terdin atas ketua,
cekretaris, hendahara, dan anggota vang dipiih  secara
rrpsaiwarah mufskat melalu permungutan suara

4] Pepparas komite Sexolah ditetapkan oleh kepala Sckelah,

=1 Fomite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah
Larus menyusen anggaran dasar dun angguran rumah tangga
(Al dan ART)

(6) AD dan ART paling sedikit memuat hal-hal:
a. nama dan tempat kedudukan;
b, dasar, tujuan dan kegiatan;
¢, keanggolaan dan Kepengurusan;
d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus,
¢,  keuangan;
{. mekanisme ...

Clpinckal eengon Cam3eanner
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[. mekanisme kerin dan rapat-rapat;

& perubshan AD ggq ART; dan
b, permbubarng Briinrisag,

Pasal |45
(1) Masa jabatan keangpotnan Kom

tnhun dan dapat dipilih K
jabatan, " -

ile Sekalah paling lama 3 (tiga)
wli untuk 1| [satu) kali masa

[2) Keanggotann Komite Sckolah berakhir apahi

Im;
. mengundurkan dirt;
b, meninggal dunia:
t. tdak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan
letap; atay

d. dijatuhi  pidana  kareng melakukan  tindak  pidana

kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3] Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima)
orang dan paling banyak |1 (sebelas) orang,

(4) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:

A, pendidik dan tenaga kependidikan dan Sekolah yang
Lersanighutan,

penyelenggara Sekolah yang bersangkutan:
pemerintah desa;

forum koordinasi pimpinan kecamatan;

& anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

. pejabat pemerintah yang membidangi pendidikan.

a p oo

(5) Bupati, camat, lurah/kepala desa me rupakan pembina
scluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 146

(1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber
daya pendidikan delam bentuk dukungan tenaga, sarana dan
prasarana, serta pengawasan pendidikan,

idikan lainnya
2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidi
& burtE:Estuk bantuan atau sumbangan, bukan pungutan.

| yang diketahui oleh

3) Komite Sekolah harus membuat proposa

i Sekolah sebelum melakukan pengealangan dana dan sumber
daya pendidikan lainnya dari masyarakedt.

(4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening Komite
Sekolah, :
(5] Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:

menutupi kekurangan biayn satuan pendidikan;
i,

b, pembiayaan ...

Jei dal camgan CainScenw
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121

13

(4)

|

T

b, pembiavaan program/kegintan terkait pemingkntan mutu

Sekolah yvang tidak dinngearkan;
c.

il,

Pengembangnn sarana prasarana; dan

pembiavann kegiatan operasional Komite Sekolah,

Pagal 147
PO BT =ekolain

wapb  menyampukan  laporan kepada
IRTEITEEOL  walk

peseria didike, masyarakol, don kepala Sekolah

W b Baan : P
melahn pertemuan berkaln paling seclikit 1 (satu) kali dalam |

ESALU] S0 mesier

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dari:
a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan
.

Ifipt}ran hasil perolchan pengealangan dana dan sumber
aaya pendidikan lainnya dari masyarakat.

Pasal 148

Samau:l pendidikan  dasar  yang  diselenggarakan oleh
Pemerintah

atau pemerintah dacrah dilarang mengadakan
pungutan.

Satuan  pendidikan dasar vang diselenggarakan oleh
masyarakat vang mendapatkan bantuan Pemerintah atau
pemclnntﬂh daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat
meminta sumbangan biaya pendidikan yang digunakan hanva
untuk memenuhi kekurangan biaya operasional, investasi dan
biaya personal dengan persetujuan komite sckolah.

4. biaya operasional dimaksud untuk biava vang belum
terpenuhi dan bantuan operasional sekolah (BOS) dan
biava operasional sckolah daerah [BOSDA):

b.

biaya investasi dimaksudkan untuk memenuhi standar
pelavanan minimal sekolah:

c. biaya personal dimaksudkan memenuhi kebutuhan gaji
guru yang tidak dibayar oleh pemerintah atau pemerintah

daerah;
Sumbangan sebagaimana dimaksud pada  avar  (2)
berdasarkan perencanaan biava operasional. investnsi, dan
personal yang jelas dan dituangkan dalam RRAS  dan

merupakan hasil musvawarah mufakat melalui rapat komite
sckolah,

Dana vang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan
pendidikan  dasar terpisih dan dana yang  ditenma dan
penyelengeara situan pendudikan dasar dan disunpan dalam
) L ¥

rekening atis noma satean pendidikon dasar.

Dani sumbangan divmumkan, dilaporkan, an

:||,-|;H-;r1ur].yJ.:'lI.J'Ip.'_jiinlli.'rﬂld'l seCil IrAnSpaTn kepada
musyarakat dan orang toe/wal peserta ddik,

Yasn]l 144,

Dapeealun duragen s Sa e
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Pasal 149

mmc:ll:t:::nrgaff l: dapat membatalkan sumbangan apabila
penyele au - satuan pendidi | AR
pt‘-mndm\g-umlangan, g SRR TRy Brne

’ _Bagian Ketiga
ocordinasi Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 150

(1) Pemerintah Daerah  melaksanakan koordinasi dan dapat

memilasilitas) terselenggarany b A ;e
R va pendidiknn anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan non formal,

Koordinasi dan fasilitasi dilaksanakan untuk pemerataan
kesempatan perdidikan dan memberikan layanan pendidikan
yang bermutu.

(2]

(3) Koordinasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kabudayaan
aengan perangkat daerah terkait.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 151
(1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat
!nehku!:an kerjasama dengan lembaga lain, dunia usaha,
industri, dan asosiasi profesi dalam negeri dan luar negeri.

Kerjasama scbagimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
meningkatkan murtu, relevansi dan pelayanan pendidikan.

(3] Ketentuan lebih  lanjut mengenai tatacara kerjasama

sebagaimana dimuaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupau.

12)

BAB X
PROGRAM BEASISWA

Bagian Kesatu
Beasiswa Kuliah Bagi Yang Tidak mampu
Paragraf 1
Penerima Beasiswa
Pasal 152
i lah diterima
i beasiswa kuliah bagi calon mahasiswa yang te :
g;ﬂ;:rgumnn tinggi mitra kerja dan berasal dari keluarga tidak
mampu di Kabupaten Banyuasin.

Paragraf 2 .
Persyaratan Penerima Beasiswa

Pasal 153

Beasiswa diberikan kepada calon mahasiswa YAng memenuhi
p ITTH
persyaratan sebagni ber I

Dipindai dengan CamScanner
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i,

el

£,

('

(2

(1)
(2]

1)

(4)

Bi

penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin

vang dibuklikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau
Wnrin Kelunrgn;

berasal dari kelunrga tidak mampu, dibuktikan denpgan surat

keterangan  dari Lurah/Kepala desa yang diketahui oleh
Camal;

in[ns scleksi yang disclenggarakan oleh Perguruan Tinggi
Mitra Kerja;

I:Ilursml‘_.n menyelesnikan kuliah lepal waktu sesuai peraturan
vang ditetapknn perpuruan tingpi;

memiliks perkembangon Indeks prestusi Kumulatif (IPK) thap
femester minimal 3.00;

Indeks Presias; Kumulatir (1PK)

. minimal merupakan dasar
penentuan kelanjutan beasiswa tahun anggaran berikutnya;
Lan

seielah lulus apabila diperiu

¥ kan siap dan bersedia mengabed;
il Daerni, 3 ' CHERbe)

Pasal 154
Unruk mendapatkan  beasiswa

Pesyaratan sebagaimana dimak sud
rmend

bagi vang memenuhi

| dalam Pasal 153 harus
Apatkan persetujuan Bupati secara tertulis.

Bupau . dapat memberikan rekomendasi kKhusus untuk
pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa asal Kabupaten

Banyuasin pada PETEUrUan tinggi dengan fakultas |/ program
studi terakreditasi minimal B.

Paragrafl 3
Beasiswa Kuliah bagi Tahfide
Pasal 155
Pemberian Beasiswa Kuliah diperuntukkan bagi Tahfidz.

Tujuan pemberian beasiswa kuliah adalah :

a. untuk mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan
berkeadilan bagi semua warga;

0. untuk memngkatkan jumlabh  mahasiswa dun  santr
berprestasi,

¢ untuk mendorong  aktivitas, kreativitas, pengetahuan,
reagamain dan keterampilan mahasiswa: dan

o untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka
mendukung percepalun pembangunan daerah,

Masyarakal berprestasi sehagaimana dimaksod paca ayat (1)
meliputi masyarakal bidang akademik dan Pondok Pesantren.

Perguraan  Tinggi  dalam  penerimaan beasiswa  kuliah

merupakan perguraan tinggi yang telah melakukan Nota

Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah
abupaten sesual dengan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Ruang ...

Uiginslai denuan CarSeanmne
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%) Runng linekup beasiswa ulia

h meliputi jenjang pendidikan
BaE mahnsiswn VINE miene i

‘mpith pendidikan pacda:

L. Jenjang pendidikan diploma;
b je i 1
) Iemang pendidikan diploma IV, atrata satu (S 1], steata dun
1521 dan spesinlis:
beoXemiang pendidikan { progea i
- m ket
Our’ [ program fketrampilan penghapalan Al

An atau Program Tehfidz Al Qur'an

Bagian Kedua
Beasiswa Prestasi

Paragrafl |
Pemberian Beasiswa

Pazal 156
(11 Pemberian Beasiswa diberik : :
: : berikan  untuk | the
bagi Pendidik dan melanjutkan kuliah

. Tenaga Kependidikan berprestasi dan
berdedikasi Lingkat nasional. i

[2) Beasiswa kualilikasi
Tenaga Kependidika
dengan peraturan pe

[3) Beasiswa bagi peserta didik berprestasi tingkat nasianal
bidang akademik dan non akademik.

pendidikan diberikan bagi Pendidik dan
n yang belum memenuhi syarat sesuai
rundang-undangan.

[4) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1),
ayat [2) dan ayat i

(3] ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tim Manajeman Beasiswa Kuliah

Pasal 157
(1) Dalam melaksanakan Program Beasiswa Kuliah gperlu
dibentuk Tim Manajemen Reasiswa Kuliah,

(2] Tim Manajemen dapat dibentuk dengan jumlah maksimal
7 [tujuh] orang wang ditetaphan  cleh  hetua/selorctariag
anggota.

{3} Tim Manajemen Beasiswa Kuliah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) chietapkan dengan Keputusan Bupat.

Perngral 3
Kewajiban, Hak, don Sanksi

Pasal 158

(1) Penerima Beasiswa Kulinh diwajibkan: .

o mengikuti kegiatan perkubahan sebagaimana  mestinya
sesual Ketentuan yany berlaku;

G memenuhi segala ketentuan  yang  berluku  padda
pergurian g bersinghutun,

¢ menvampaikan  lapomn  secard berkala  perkembangan
h.:]._-i-:a Prestas: Rumadanl (PR} kepada HLL'.M.!:I. pielinlug
s Preegschalikan dan ket iyian kabupaten
RIS . menyelesaikan ...

Jipincal dongzn SareEaznncr



Ba

d. mﬂn“"‘-'!ﬂlk.ﬂ_n ndicli
1 . ! ngan  wakiu yAang
ditentukan; d“nP‘: idikan scwuni denga ¥

e,

:ﬁﬂ:ﬁﬂ“,‘““ﬂﬁ““jﬂ;um pernyatann  kensdiaan  untuk

i h : abiln
diperlukan. yah Kabupaten Danyuasin ap

(2] L’:;;":f an perkembangan Indeks Prestasi Kumulatil (IPK)

v‘,,,‘.n.,?:‘m“n" E“"'!“k““'flhﬂmlﬂ ayat (1) hurul c, bagi penerima
wawa menjadi kewnjiban Perpurusn Tingei Mitea Kerja.

Poaal 159
(1) Penerima Beasiawa Kulinh mempunynl hak mendapatkan:
n. Uang Kuliah Tunggal (UKTY: dan
b. t;-:yn lainnyn yang 1elah disetujui dalam Kesepakatan
) B rsama dengan Perguruan Tinggi Mitra Kerja.
enctapan jenis biaya dibert ' .
Reaibdia Yu yang diberikan kepoada penerirma binya

Kuliah dilakuken oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Banyuasin,

Pasal 160
Penenma Beasiswa Kuliah dapat dikenakan sanksi:
A. fmenanggung sendiri segala biaya kuliah apabila

1. tidak dapat memenuhi batas minimal Indeks Prestasi
Kumulatif {IPK) yang telah ditetapkan;

2, tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka
waktu yang ditentukan oleh perguruan tinggi, kecuali bagi
Program Studi yang memerlukan pendidikan profes.

b. mengembalikan selurubh biaya yang telah diterima apabila
penerima  beasiswa  dikeluarkan/dropout yang disebabkan

karena tindakan pelanggaran hukum, menggunakan
narkoba, psikotropika, atau melakukan perbuatan asusila.

Paragral 4
Sumber Dana, Seleksi, dan Penyaluran Dana

Pasal 161

Semua biava Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Pasal 162

i calon penerima Beasiswa S1 bagi lulusan

. ?hli?éﬂﬁ?% dilakukan oleh Perguruan Tingg Mitra

2 I::r::na ealon penerima Program Aeasiswn Kuliah ditentukan
: ui:h Pr:rt;uruun Tinggl Mitra Kera.

l'-.Jh.il| 133
rogra inh dilakukan secara
i P m Deasiswa Kulinh
i I:n?:::i?mn:lﬂ?lﬂn yransier  langsung ke rekening Pergurian

Tinggi Mitra Kerjat p—

mpinda dengon Semieannar
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{2) Usulan Penyalurgn

sebagaimana dimgy, biaya Programi  Beasi .
T siswa  Kuliah

|’End1t’i1kun dan fAud Pada ayat “ dil :

Badan Ptﬂl{l:lnlaﬁchuﬂ"}'“nn Katy ) dilakukan oleh Dinas

ten Han in bk

: Euanpan Pa yuasin kepada

Banyuaain berdasariear ;{;?__mj:““n I‘;‘:ﬂ tlﬂﬂ:rah Kabupaten
pati.

: Paragral 5
Titor dan Evaluasi

| Paral 164
(1) Dinas  Pendiclikan tdan

wajib  melakukan
penerima Beasiswa Kuliah

(2) :'f'lﬂmlﬂﬂﬁl: dilakukan  ynuk mengetahui
ingkunpan lempat tin = el et

: - Mizal dan rembs: :
kegiatan akademisg pPenerima hta!lizfua, angan sosial serta

(3} Muonitoring schagaimana di
: : ana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2
dilakukan paling sedikit 1 (#alu) kali dalam}rl {:Jl:ﬂjtur Lahatf:t. 2

Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati.

Kehudayann Kabu
el paten Banyuasin
monitoring  pelaksanaan perkuﬂ;han

4

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAM

Pasal 165

(1) Ff:ngawaaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
dﬂak_:ukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan
komite sekolah sesuai kewenangannya.

(2) Pengawasan pendidikan [ormal dilakukan oleh pengawas
sekolah,

{3) Pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh penilik.

(4) Pengawasan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlalu.

(5) Pengawasan  dilakukan dengan  prinsip  profesional,
transparan, dan akuntabel

Pasal 166
Pengendalian  penyclenggaraan dan pengelolaan pendidikan
merupakan kewenangan Pemerintah Dacrah Yang

prlaksanaannya dilakukan olch Kepala Dinas Pendidikan dan
Kehudayaan.

BAB XI
KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Paragraf |
Asas

Pasal 167 ...

L prinebai chetnzgams D Sazuacw me



Pasal 167
Pelestarian  dap

i
h‘ﬁ‘]’ﬂﬁﬂshgn_ ] 1RC|’I'I|]HI1H-I'I;H I."'U{lﬂ_'l,-':‘l Melayy

Ad. Pancasilg dian Un:lauq-

Hanvunain

Undsing Dasar 1945,
Bhineka Tunggn| Ikn:
kcnusanmmﬂn:
keadilan;

ketertiban dan kepastian hukum;
kebersamaan:

kemanfaatan:

TE O™ AN o

keberlanjutan:
partisipasi; dan

j+ transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 168

Pelestarian dan pengembangan  budaya Melayu Banyuasin
bertujuan:

a. melindungi  warisan  budaya Melayu Banyuasin darn
kerusakan, kehilangan, dan kepunahan.

b. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Banyuasin;

€. memperkuat sistem identitas dan jati diri masyarakat Melayy
Banyuasin;

d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan
melestarikan budaya Melayu Banyuasin;

f. memanfaatkan produk dan nilai budava Melayu Banvuasin
untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, agama, sosial,
ckonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

g. mendorong dan memifasilitasi peningkatan Kreativitas perilaku
seni budaya serta masyarakat luas untuk berpartisipasi
melestarikan  dan  mengembangkan  budava  Melayvu
Banyuasin; dan

h. mempromosikan warisan budayn Melayu Banyvuasin kepada
masyarakat internasienal.

Paragaral 3
Ruang Lingkup

Pasal 16%9

Ruang lingkup pelestarian dan pengembangan sen dan budaya
ua § dan
Kabupaten Banyuasin, meliput:

i M felayu Hanyuasin,
a. sejarah Melay e
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b. adat Melayu Banyuasin;

c. cagar budaya;

d. bahasa Melayu Banyuasin;

c. kesenian tradisional Melayu Banyuasin;
[.

makanan dan minuman tradisional Melayu Banyuasin:
pakaian tradisional Melayu Banyuasin:

h. permainan tradisional Melayu Banyuasin:

I cerita rakyat Melayu Banyuasin; dan

J-  kelembagaan Melayu dan Kesenian.

il

BAB Xl
ARAH DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Arah

Pasal 170

Pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin
diarahkan pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur
vang bermanfaat, guna memperkuat jatidii dan pembangunan
manusia dan masyarakat Banyuasin yang beriman dan bertalowa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti
luhur, berkarakter dan unggul.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 171

Sasaran pclestarian dan pengembangan seni dan budaya Melayu

Barvunsin adalah:

a. perlindungan dari kepunahan yang meliputi penvelamatan,
pengamanan, penelitian, pencatatan, pendokumentasian,
pemetaan, pemeliharaan, rekonstruksi dan permugaran;

b, pengembangan untuk meningkatkan daya guna dan hasil
guna yang meliputi revitalisasi, penelitian, rekonstraksi,
penyajian, pengayaan dan penyebarluasan informasi;

c. pemanfaatan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat; dan

d. menjadikan seni dan budaya melayu sebagai ciri utama
Melayu Banyuasin.

Paragraf 2 ‘
Pelestarian dan Pengembangan Sejarah
Melayu Banyuasin

Pasal 172

(1) Sejarah Melayu Banyuasin harus d?scl.aimmkun dar
kepunahan dan diwariskan kepada generasi berikut.
(2] Upaya ...
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{2) Hj‘:}’ﬂ penyelamatan sejamh Melayu Banyuasin dilakukan

M“E' L P:“::u:":'a“r penyelamatan bukti-bukti, benda-benda,
+  NAaskab,  sumber-sumber i =
pendokumentasian, scjurah,  penelitian,

penulisan  buku-buku arah, da
penguatan fungsi museum. " N

(3) Benda-benda, buki, fakta, dan naskah asli scjarah dilarang
untuk  diperjualbelikan dan  dipindah  tangankan
kepemilikannya kepada wargn negara asing dan badan

hukum asing secara kesclunihan din bagian-baglannya.

Pengalihan kepemilikan kepada pemerintah dacrah dapat
dilakukan dengan cara dihisnhkan, ditukarkan, dihadiahkan,
digantl rugi, dan penetapan putusan pengadilan s=suai
dengan pernturan perundang-undangan yang berlaku,

14)

[5) Pemerintah daerah memberikan penghargaan yang layak

kepada pihak-pihak yang bersedia menyerahkan benda-benda

sciarah, bukti, fakia, dan naskah sejarah asli Melayu
Banyuasin

{®) Instansi yang memelihura naskah scjarah Melayu Banyuasin
secaru periodik melakukan pengembangan, meliputi kegiatan
penelitian, revitalisasi, penerbitan, dan sosialisasi.

Pemerintah daerah wajib meningkatkan kualitas sumber daya

manusia di bidang kescjarahan melalui rekruitmen pakar

scjarah, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian beasiswa
bagi mahasiswa yang memperdalam keilmuannya tentang
sejarnh Melayu Banyuasin.

(8) Pemerintah Kabupaten merdorong dan memfasilitasi individu,
kelompok masyarakat, lembaga, dan pendidikan tinggt untuk
melakukan penelitian dan penulisan sejarah Melayu
Banyuasin.

{7

(9) Benda, fakia, dan naskah sejarah yang memiliki kaitan
dengan adat dan tradisi mnsyarakat diatur scsual dengan
adat tradisi komunitas masyarakat adat bersangkutan.

Paragral 3
Pelestarinn dan Pengembangan Adat Melayu Banyuasin
Pasal 173

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melestarikan adat Melayu
Banyuasin.

(2) Seluruh masyarakat Xabupaten wajib menghormat,
menghargai, dan melaksanakan adat Melayu Banyuasin yang
rumbuh dan berkembang di lingkungannya masing-masing.

3) Pelestarian adat Melaya Banyuasin dilakukan melalui

& keglatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

j lindungan meliputi penyelamatan, pengamanan,

i E:t;:eﬁ;rnmn ngj‘ini*nhi adat dan sistem tata perilaku dan
kearifan-kearifan yang dimiliki, .
Kegia iputi  kegiatan penchuian,

5 d'[;nkan ﬂﬂﬁ%mﬁﬁm&n ﬁl:mbagum adat.
ﬁ:g:lli:mn ' umberdaya manusia, dan adaptasi adat Melayu
Banyuasin.

Paragral 4 ..
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1 Paragral 4
Pelestarian dan Penpembangan Cagar Budaya

Pnsal 174

(1) Pe me rintah Kabupaten berkewajiban melakukan
perlindungan, pengemba ngan,

. dnn pemanfnatan cagar budaya
dan yang diduga cagar budaya sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku,

{2) Pemerintah Kabupaten berkewnjiban membiayai pelaksanaan

kajinn,  pemugaran, pemctaan, pengamanan, dan
pemeliharaan cagar budaya.

(3) Pemerintah Kabupaten atau lembaga yang berwenang
berkewajiban mendorong dan memfasilitasi  penelitian,
pengkajinn sebagai usaha dalam menemukan,
mengumpulkan benda-benda cagar budaya, kawasan-
kawasan penting dalam sejarah dan peradaban Melayu
Banyuasin

(4] Pemerintah Kabupaten atau lembaga yang berwenang

berkewajiban mendorong dan menetapkan kawasan-kawasan

cagar budaya untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar
budaya.

(5) Akibat penetapan sebagaimana dalam ayat (3) menjadi
langgung jawab pemerintah kabupaten.

(6) Pernerintah  Kabupaten mendorong dan  memfasilitasi
pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya

untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan
teknologi, pendidikan, kebudayaan, ckonomi, dan pariwisata.

Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan
cagar budaya harus melibatkan dan memberdayakan

masyarakat setempat.
Paragral 5

Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Melayu Banyuasin
Panal 175

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melindungi keberadaan bahasa,
sastra, dan aksara Melayu Banyuasin.

(2) Pemerintah Kabupaten mengembangkan penggunaan bahasa,
sastra, dan aksara Melayu Banyuasin agar h-:rdm guna dnn
berhasil guna melalui kegiatan revitalisasi, penelitian, kajian,
dan penyebarluasan informasi.

baru perlu

3) Karya dan naskah sastra lama maupun ‘

W disﬂammkun melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi,
penulisan, dan penerbitan,

(4) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi dan memberikan

nghargaan kepada semua pihak yang melestarikan dan

rpntcngcmbangknn bahasa, sastra, dan aksarn Melayu
Banyuasin,

(5) Pemerintah ...
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|5) Pemerintah Kabupaten merumbuhkembangkan partisipasi
dan kreativitas masyarakat dalam mengimplementasikan dan
mengaktunlisasikan bahasa, sastra, dan aksara Melayu
Banyuasin, termasuk penulisan naskah cerila  rakyat

Banyuasin.

(6) Pemerintah Kabupaten atau lembaga yang berwenang wajib
menggunakan simbol-simbol atau identitas Melayu Banyuasin
untuk nama-nama lokasi, jalan, kompleks-kompleks dan

schagainya.

Paragraf & .
Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

Pasal 176

(1) Pemerintah  daerah  dan lembaga berwenang wajib
melestarikan  dan  mengembangkan  kesenian Melayu
Banyuasin, baik karya tradisi maupun modern, yang dapat
menjadi kebanggaan dan identitas daerah.

(2] Pelestarian kesenian Melayu Banyuasin dilakukan melalui
upaya perlindungan semua karya seni Melayu Banyuasin baik
kesenian tradisi maupun modern.

(3) Pengembangan kesenian Melayu Banyuasin dilakukan melalui
upaya peningkatan kreativitas dan produktivitas para
seniman untuk berkarya, meneliti, dan mengapresiasi karya
seni.

(4) Apresiasi karya seni scbagaimana pada ayat (3) dilakukan
melalu kegiatan pagelaran, pameran, parade, festival, lomba,
pasar seni, dan pemberian penghargaan kepada seniman,
budayawan, dan masyarakat yang berprestasi dan punya
kepedulian tinggi untuk mengembangkan kesenian Melayu
Banyuasin.

5] Pemerintah dagrah  mengupayakan  kesenian  Melayu
Banyuasin sebagai bahan pembelajaran di sckolah melalui
muatan lokal.

{6} Pemerintah daerah atau pihak berwenang wajib melindungi
karya seni yang dihasilkan oleh individu atau kelompok
dengan memfasilitasi perolehan hak cipta.

(7) Pemerintah daerah wajib membangun Taman Budaya
Banyuasin sehagal salah satu pusat pelestarian dan
pengembangan budaya Melayu Banyuasin.

Paragral 7
Pelestarian dan Pengembangan Makanan dan
Minuman Tradisional

Pnsal 177

(1) Makanan dan minuman tradisional Banyuasin perlu diberi
perlindungan dan dijamin kelestariannya,

{2) Pemenintah ...
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Pemerntah daerah wajib memiliki kebun ta i
naman berkhasiat
zhar.-nhntnﬂ herbal scbagai tempat inventarisasi, budidaya
an penelitian untuk menjamin ketersediaan makanan dan
minuman tradisional Banyuasin.

Pengelolaan kebun tanaman berkhasiat dapat beke sama
dengan pendidikan tinggi dan masyarakat, " b

Perlindungan makonan dan minuman tradisional Banyuasia
dilakukin melalui kegintan budidaya, penelitian,
awentarisasi,  dan pendafinran hak  atas keknyaan
intelekmialnyn,

Makenen dan minuman tredisional Banyuasin yang memilik
khnsiat  scbagai  obat-obatan  herbal diproduksi  dan

Lersentifikat halnl sertn dimanfoatkan untuk sehesar-hesar
keschatan masyarnkat.

Pemerintah diuerah memfasilitasi pemanfzatan dan pemasaran
makanan don  minuman  tradisional Banyuasin | melalul

kegintan wisala, pameran, festival, lomba, dar penyediaan
pasar

Muakanan dan minuman tradisional Melayy Banyuasin
lerteniu diupayvakan menjadi makonan pokok penggantl.

Pemerintah  Kabupaten memberikan penghargaan kepada
individu atau kelompok masyarakat yang berjasa
menemukan, melestarikan, dan mengembangkan makanan
dan minuman tradisional Banyuasin.

Pemerintah  Kabupaten mengusahakan dan menectapkan
makanan dan minuman tradisional tertentu sebagai identitas
Banyuasin.

Paragraf 8
Pelestarian dan Pengembangan Pakaian Tradisional
Melayu Banyuasin
Pasal 178

Peme-intah Kabupaten dan pihak vang herwenang wajib
meclindungi dan melestarikan pakaian tradisional Melayu
Banyuasin.

Masyarakat didurong uniuk menggunakan pakaian tradisional
Melayu Banvuasin dalam upacara adat, hajatan, peringatan
kedaerahan, dan pada hari-hari dan tempat terientu.

Pemerintah  Kabupalen menetapkan desain  pakaian
wradisional Melayu Banyuasin untuk upacara adat, hajatan,

peringatan kedaerahan, dan pada hari-hari dan tempat
tertertu dengan Peraturan Bupatl.

Pemerintah  Kabupaten menetapkan penggunaan pakaian
tradisional Melayu Banyuasin pada lembaga pendidikan,
instansi swasta, dan instanst pemerintahan dengan Peraturan
Bupati.

|5) Pemerintah ...
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{5) Pemerintah Kabupaten mendorong pengembangan Kreativilas
mengenai pakaian tradisional Melayu  Banyuasin melalui
penelitian, inventarisasi, peningkatan produksi, pameran, dan
pemasaran.

{6f Pemerintah  Kabupaten atau pihak berwenang :nrajit:-
melindungi  pakaian  tradisional  dengan memfasilitasi

perolehan hak cipta.

Paragral 9 _
Permainan Tradisional Melayu Banyuasin

Pasai 179
Permainan tradisional yang berkembang di Banyuasin meliputi:
a. imbangan;
adangan;
ceplak;
gobak sodor;
veve;
pantak lele,

bentengan;

- T O - e -

ular nage;

gasingan;

j. cak ingkling;

k. tarik pelepah pinang;
l. layangan;

m. damdaman; dan

n. ningku'an.

Paragraf 10 .
Cerita Rakyat Melayu Banyuasin

Pasal 180
Cerita rakyat Banyuasin meliputi:
a. munai Sang Srikandi;
b. asal-usul Pangkalan Balai;
c. puyang Beremban Besi
d. asal usul Tanjung Beringin;
asal usul Bom Berlian;

o

s |

putri biyuku;

g. burong kuau;
h. hbetu belah;

i. beru hetangkop;
j. putri serapah;

k. lanang ...
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k. lanang penyunghkan;

l.  biawak sisir;

m. putri kembang kunyit;

si pardin dan bidadari di Istana Kayangan;
putr dayang scrumah;

bujang jendele;

sang kelingking,

S a9 g3

bujang jemewen;

ario bajung,;

51 tampok pinang;

antu ruak belekang;

sumai;

. mok-mok buntum,

putri berenak udang;

due beredek ngebet beruge pak pander;
tige bungkol;

aa. nage kepala tujoh;

N'e ¥ g =g #

Paragrafl 11
Tar dan Lagu

Pagal 181

(1} Tari persembahan Kabupaten Banyuasin adalah Tan
Scdulang Seiudung.

{2) Tata cara dan aturan membawakan tari perscmbahan diatur
dengan Peraturan Bupati.

(1) Tari Kreasi Kabupaten Banyuasin, meliput :
a, tari betangas;

tarl pinggan 28;

tari sentuduk;

tari seluang mudik;

tari nelayan;

tari tombak lado;

tari pegi mantang;

s h =20 oo o

tari tepok-tepok betepak;
tari kembang padede;

j. tari ngundang;

k. tari berenggok,

. tan belera;

m. lari manyau;

n. tar munai serapah;

o. [ari ...
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an sawit mns;

L milok sambatan:
Lo burang Koo,
L bielere,

tari kipas serumpun;,
tari kerontonge hoye;
tari burung migran;

tari taboan;

o tarh rambut seluoat,

tari bejaje bergo;
tan ninghuan;

rar ant aek;

an. tarl jukung,

bh. tari kemang bejala;

ct. tari muning munai;

dd. tari besangi; dan

(4} Macam Lagu Banyuasin, meliputi :
a.

= e

B

TR o0 a0

o

-

- T = T =

s, tari akar serekan

jengan ngukor beju di beden;
pesona sembilang;
manyau;

saling linjang;

anak ambe’an;
ngundang;

pegi mantang,;

endek payo gen sudeh;
petuah munar;

Lak kene rasan,
sedulang setudung;
rampai lalang;

bujang gedis banyuasin;
ngupat;

cetelr helanti;

linjang gele;

zapin banyuasin;
joge! melayu banyuasin;
banyuasin memukau;

t. tepegok ...
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iepognk panjang;

heketek betelok;

man jedoh 1ak beleri ke mane;
tal tepect ninm:

jnjanan perini ngan mekni ari;
rAnap;

ning alak;

cik ronel;

. beleklah;

kota nipah:

sanak jeoh;

bmi (banyuasin miniatur indonesial;
midang lebaran;

tak nengar kate;

. pantun sedulang setudung,

elok upean;
bepinangan,

. ngarak penganten;

teningat dusun;

-jengan penyungkan;
. bujang lapok;

pangkalan balai kota betuah;

. mainan perini;

nasib bujang;
di unggal mak;
cerita lame;

sungsang penoh kenangan;

. nimbang kepala kebo;

jangan bebengkelan;

. nutoh keranji;

nogok udang;
jengan berat sebelah;

goyang mantang;, den

. sungsang daerah nelayan.

Paragrafl 12
Kelembagaan

Bagian Kesatu
Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin

Pasal 182 ..,
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Pasal 182

1) Untuk melaksanakan pelestarian dan pengembangan Budaya
sMelmvu Banyvuasin dibentuk Dewan  Kebudayaan  Melayu
Banyuasin yang diletapkan oleh Bupnii,

2] Dewan Kebudnyaan Melayu Banyuasin sehagaimana ayat [1)
beranggotakan 7 (tujuh) orang terdin atas ketua, sekretaria
dan anggota yang berasal dari wakil dari pendidikan tinggi,
pakar kebudayaan, praktisi kebudaysan, dan organiaasi
profesi.

{3) Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin dibiayai oleh APBD
Kabupaten Banyuasin.

14) Masa jabatan Dewan Kebudaysan Melayu Banyuasin ;ﬂlalah_
5 [lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali
periode berikutnya.

[5) Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin memiliki tugas:

a. perumusan kebijakan pelestarian dan  pengembangan
budaya Melayu Banyuasin;

b. mengkeordinasikan semua kegiatan pelestarian  dan
pengembangan budaya Melayu Banyuasing

. melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi
pelaksannan peraturan daerah tentang pelestarian dan
pengembangan budayva Melayu Banyuasing

d. menyampaiken hasil monitoring, pengawasan, dan

evaluasi peloksanaan peraturan daerah untuk
direkomendasikan kepada Bupati, DPRD, dan pihak-pihak
terkniy;

e. merumuskan kebijakan dan manajemen pelestarian dan
pengembangan budava Melayvu Banyuasing

. bersama Pemerintah Banyuasin  menyusun  standar
pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Banyuasin

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang berlakuy,

(6} Dewan Kebudayaan Melayu Banvuasin sudah  harus

terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Dacrah ini ditetapkan.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Melayu Banyuasin

Pasal 183
(1} Lembaga Adat Melayu Banyuasin adalah lembaga vang

bertanggungjawab dalam pelestarian  nilai-nilai dan  adar
Melayu Banyuasin,

|2) Bersama Dewan Kebudayaan Melayu Banyuasin melakukan
penggalian  terhadap nilai-nilai lubur yang ada serta
pelestarian dan pengembangannya dalam rangka penguatan
hudaya Melayu Banyuasin.

(3} Lembagn ...
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3] Lembaga Adat Melayu Banyuasin merupakan satu-satunya

lembaga yang berlanggung jawab dalam memajukan dan
mengembangkan acria melhkukan pembinaan adat budaya
Melavu Bnnyuasin.

(4} hepenPendidiksan Lembaga Adat Melayu Banyuasin dibentuk
melalui Musyawarah Desar Lembaga Adat Melayu Banyuasin
vang dipilih oleh peserta musyawarah dan bertanggung jawab
kepada musyewarah besar dengan masa jabatan 5 [lima)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan
be ik,

{5} Lembagn Adat  Melayu 3anyuasin mulai  dari  lngkal
kobupaten hingga ke tingkal desafkelurahan  memiliki
hubungan struktural,

() Lembaga Adat Melnyu Banyuasin memiliki tugas pokok;

a. melakukan pembinaan, pelestarian, penggalian, dan
pengembangan  adat  istiadat dan budaya  serta
pemberdayaan masyarakat hukum adat.

b. menjamin budaya Melayu Banyuasin tetap eksis dan tidak
hilang atau punah atas kelalaian pihak-pihak yang
berwenang;

¢. mendorong seluruh masyarakat Banyuasin memperoleh
pelayanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi
untuk mewujudkanBanyuasin maju, unggul, dan berdaya
saing; dan

d. mendorong kekayaan alam Banyuasin dikelola secara baik
dan  bermanfaat sepenuhnya bagi  kessjahteraan
masyarakal.

[7] Lembage Adar Melayw Banyuasin  dan  perangkatnya
mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji-panji, pakaian, dan
sebapainyve vang diatur dalam ketentuan khusus.

(8] Lembaga Adat Melayu Banyuasin dapat memberi gelar adart
kepada tokoh yanpg patat, sesual dengan jasa-jasanya

terhadap masyarakat dan daerah Banyuasin yang diatur
daolam hketentuan khueue.

{9) Pembiayaan Lembaga Adat Melayu Banyuasin bersumber dan
APBD Kabupaten Banyuasin.

{10)Pemerintah Kabupaten dan lembaga yang berwenang wajib
melakukan penguatan Llembaga Adat Melayu Banyuasin
dengan memberi perlindungan  hukum dalam upaya
pengembangan bidang garapannya.

Bagian Kelign
Organisesi Scni Budaya

Pasal 184

(1) Pemerintah Kabupalen melakukan pembinaan dan penguatan
terhadap organisasi bidang seni budayn.

(2) Pembinaan ...
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(2] Pemlhinaan dan penguatan dilakukan dengan memberi
perlindungan hukum, dana operasional, dan pengembangan
bidang garapannva.

{3) Disamping organisasi seni budaya, masyarakal didorong
untuk berperan seria scbagai pelaku yang aktif dan kreatif

dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya Melayu
Banyuasin.

[4) Peran scrta masyarnkatl scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilakukan sccara pcrorangan, bersama organisasi
kemasyarakatan  bidang kebudayaan (lembaga adat,
masyarakat adat, dlesa, kelompok, perkumpulan,
perhimpunan, atau yayasan) dan organisasi profesi seperti
Dewan Kesenian Banyuasin.

[5) Peran  aktil masyarakat dalam  melestarikan  dan
mengembangkan budaya Melayu Banyuasin dilakukan
melalui dialog, temu budaya, saraschan, seminar, dan bentuk
kegiatan lainnya.

(&) Untuk menjamin kesinambungan seni budaya Melayu
Hanyuasin, pemerintah daerah bersama-sama organisasi seni
dan budaya wajib menyelenggarakan Pekan Budaya Tahunan
Yang mencakup kegiatan pembinaan, pertunjukan seni

musik, seni rupa, seni tari, teater, sastra, dan
Penganugerahan tokoh kebudayaan.

Bagian Keliga
Lembaga Usaha

Pasal 185

Pl:-rusahaam besar maupun menengah yang ada dalam
wilayah Kabupaten Banyuasin, berkewajiban melestarikan

kebudayaan Melayu Banyuasin.,
(2} Kewajiban melestarikan kebudayaan Melayu Banyuasin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam

bentuk revitalisasi, penelitian, seminar, pendidikan, pelatihan,
workshop dan bentuk lainnya.

(n

BAB Xl
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 186

Sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan
dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Kedua
Sistem Informast

Pasal 187 ...
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Pasal 187
(1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pﬂlmlidil-:nr!
dan Kabudayann mermbentuk sistem informani

penyelenggarann pendidikan yang lerintegrasi dtngﬂ!ﬂ sistem
informasi penyelenggaraan pada setinp satuan pendidikan;

(2} Sistern informasi  schagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. pengelolaan pendidikan;
b. pengelolaan dana pendidikan;

. dala satuan pendidikan anak usia dini, pandidikan dasar,
pendidikan khusus dan layanan khusus;

d, informasi beasiswa.,

i i i i i kan melalui Pejabat
{3) Penyampaian informasi publik dilaku |
Penpelola Informasi dan Data (PPID) Utama dan _Fﬁﬂ?bﬁt
Penpelola Informasi dan Data (PPID) Pendamping di Dinas
Pendidikan dan Kabudayaan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 188

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104, Pasal 122, Pasal 123 dan Pasal 158 dapat dikenakan
sanksi administratif berupa :

a. peringatan lisan,
b. peringatan tertulis;
©. pembatalan zin prinsip dan izin operasional; dan

d. pencabutan izin operasional.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Paszal 189
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya membentuk
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada
satuan pendidikan;

b. semua kegiatan yang sudah berjalan tetap berlaku sampai
berakhirnya tahun pelajaran berjalan; dan

e. komite sekolah yang ada tetap berlaku sampal berakhirnya
periodesasi kepengurusan komite sekolah vang bersangkutan,

BaB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 190

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Perntucan ...

iz nds dengan Camicanner
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n. Peraturan Doerah Nomoer G Tahun 2005 1entang Penetapan
Eselon Kepaln Tara Usnha Sekolah Lanjutan Tingkar Pertama
dnn Sckoloh Menenpgah Umum di Lingkungan Pemerintah
Kalupaten  Banyuasin  (Lembaran  Dacrah  Kabupaten
Banvunsin Tahun 2009 Nomor 9 Seri E];

b. Pernturan  Daerah Nomor 11 Tahun 2009  tentang
Penyelenggarnan  Program  Sekalnh  Cratis di  Kabupaten
Ranyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten RBanyuasin Tahun
2009 Nomor 21);

¢, Permuran Uacrah Nomer 12 Tahun 2009 tentang Penugasan
Guru Pegawai Negeri Sipil scbagai Kepala Sekolah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomar 22]:

d. Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2020 tentang ngrn{n
Beasiswa Kuliah [Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2020 Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 191
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tan 22 Juli 2021

BUPATI B uasm.i,’_,

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

>

ol

H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
(-6 2021)
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